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PUTUSAN
Nomor : 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini

dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA.
Tempat lahir : Tumbang Sepayang, Kec.Antang Kalang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/28 Mei 1970.

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan . Indonesia;

Tempat tinggal : JI. Jalan Batu Suli No.05 RT.05/XIII

Kel.Palangka, Kec. Jekan Raya Kota Palangka

Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.

Agama . Kiristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV.Sarana Karya Mandiri).
Pendidikan : STM.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan, sebagai berikut :

1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
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2 Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tahanan kota Palangka
Raya, sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012;

3 Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam tahanan kota Palangka Raya,
sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 18 Februari 2012 ;

4 Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya dalam tahanan Kota Palangka Raya, sejak tanggal 19
Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingakat banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam tahanan Kota Palangka Raya,
sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingakat banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam tahanan Kota Palangka Raya,
sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingakat banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam tahanan Kota Palangka Raya,
sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingakat banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam tahanan Kota Palangka Raya,

sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : SUKAH L. NYAHUN,

SH.,M.Pd. Advokat dari kantor ¢‘“Advokat-Penasehat Hukum SUKAH L.
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NYAHUN, SH.,M.Pd. & REKAN”, yang beralamat di Jalan Menteng 18 Lantai II

No.14 Komplek Temanggung Tilung, Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negri Palangka Raya, pada 30 Januari 2012 Nomor : 25/1/2012/SK/

TIPIKOR PN.PL.R ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;
1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta
Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 11 Juni 2012 No. 09/

PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 No.Reg.Perk. :

PDS-04/Plang/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMEIR :

Bahwa Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA selaku
Direktur CV. Sarana Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Agustri Paruna, SH.

Nomor ke 5 tanggal 10 Pebruari 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama dengan Saudara GIGIH BUDI SETIAWAN Bin
MATHEUS SANDY berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 602/03/Sek/I/2009 tanggal 03 Januari 2009
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tentang Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Panitia Lelang Jasa
konstruksi, panitia lelang/pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas dan
panitia pemeriksan barang dan jasa dilingkungan Dinas pendidikan Propinsi
Kalimantan Tengah diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
(penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2009 sampai
dengan bulan Oktober 2009 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2009, bertempat
di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah JI1. Mayjen D.I. Panjaitan
No. 4 Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh lakukan atau
turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

e Bahwa CV. Sarana Karya
Mandiri memiliki dasar hukum
yaitu berdasarkan akta Notaris
Agustri Paruna, SH Nomor ke 5
tanggal 10 Pebruari 2009.
Dimana dalam akta tersebut
tercantum Direktur atas nama

terdakwa ETHER MEI
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LAHING Bin DITER M.

SEA.

e Bahwa pada tahun 2009 di
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng
mendapat ~ anggaran  yang
bersumber dari APBD (DAU)
yaitu mata anggaran yang
tertuang dalam DPA SKPD
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng
Nomor DPA :1.01.01.17.19.5.2
adalah Rp. 4.292.285.000,-
(empat milyar dua ratus
sembilan puluh dua juta dua
ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)  tentang pengadaan
barang dan jasa  berupa
pengadaan meubeler sekolah
tingkat SMA dan SMK dengan
biaya belanja Modal pengadaan
Meubeler keseluruhan sebesar
Rp. 4. 250.000.000,- (empat
milyar dua ratus lima puluh juta

rupiah). Dari besaran anggaran
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yang ada  pihak  Dinas

Pendidikan  Prop.  Kalteng

melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan cara
melaksanakan proses

pengadaan barang dan jasa
pemerintah sesuai dengan paket
masing — masing sekolah
penerima, dan setiap sekolah
penerima  juga  disesuaikan
dengan jumlah ruangan dan
besaran anggaran yang tertuang
dalam DIPA masing — masing
paketnya. Selanjutnya di dalam
anggaran pengadaan tersebut
untuk setiap ruangannya di
anggarkan sebesar Rp.

25.000.000,-.

e Bahwa jumlah Paket yang
dilelang  dalam  Pengadaan
Barang dan Jasa sebanyak 35
Paket pada kegiatan pengadaan

Meubeler sekolah tingkat SMA
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dan SMK yang tersebar di
seluruh Kabupaten / Kota se

Propinsi Kalteng tahun 2009.

e Bahwa masing — masing paket

tersebut adalah :

1 SMAN 1 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

2 SMAN 2 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

3 SMAN 3 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

4 SMAN 1 Pahandut untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

5 SMAN 2 Pahandut untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

6 SMAN 2 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,.

7 SMAN 3 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,.

8 SMAN 1 Basarang untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-.

9 SMA Muhamadiyah Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-

10 SMA Purnama Palangka Raya untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

11 MAN Model Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-.

12 MA Miftahul Janah Palangka Raya untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-

13 SMAN 1 Kahayan Hilir untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

14 SMAN 1 Kuala Kurun untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.
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15 SMAN 1 Sebagau untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.

16 SMKN 1 Muara Teweh untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

17 SMKN 2 Muara Teweh untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

18 SMK GKE MandoMei untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.

19 SMKN 1 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

20 SMKN 2 Kuala Kapuas untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-.

21 SMKN 3 Kuala Kapuas untuk 5 ruang dengan Pagu Rp.125.000.000,-.

22 SMK Kristen Kuala Kapuas untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-.

23 SMKN 1 Buntok untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

24 SMKN 1 Sampit untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

25 SMKN 2 Sampit untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

26 SMK Muhamadiyah Sampit untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

27 SMK Kertapati Danau Sembuluh Seruyan untuk 2 ruang dengan Pagu
Rp.50.000.000,-.

28 SMK Miftahul Salam Hanau untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-.

29 SMKN 1 Pangkalan Bun wuntuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-.

30 SMKN Harapan Pangkalan Bun untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

31 SMK GKE Tumbang Lahang untuk 4 ruang dengan Pagu

Rp.100.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 SMKN 1 Kurun untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.
33 SMKN 1 Bulik untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.
34 SMKN 4 Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

35 SMK Karsa Mulia untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-.

e Bahwa dalam  Pengadaan
Barang dan Jasa semua paket
ini menggunakan Metode pasca

kualifikasi dan pemilihan

langsung. Tahapan pelelangan
kegiatan pengadaan Meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
yang tersebar di  seluruh
Kabupaten / Kota se Propinsi
Kalteng tahun 2009, dengan

cara :

a Dibuat pengumuman dan rekanan mendaftar.

b Seleksi berkas yang mendaftar.

¢ Mengundang perusahan yang mendaftar untuk mengikuti Azwizing / penjelasan
pekerjaan dan pemberitahuan batas akhir pemasukan penawaran.

d Menunggu batas akhir penawaran.

e Memasukkan penawaran/ Evaluasi harga penawaran.

f Mengusulkan calon pemenang pada PPTK.

g Ada persetujuan dari PPTK.
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h Panitia P2BJ Mengumumkan pemenang.

i PPTK Menetapkan pemenang selanjutnya PPTK membuat SPK.
Semua proses dan tahapan tersebut yang membuat dan mengetik adalah Ketua
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( P2BJ ) yaitu Saudara GIGIH BUDI

SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY dengan mencontoh Dokumen tahun

2008

e Bahwa anggota panitia lelang
yang terlibat dalam proses
pelelangan  tersebut  tidak
berjalan sebagaimana mestinya
dan proses pelelangan tersebut

hanya bersifat formalitas saja.

e Bahwa Saudara GIGIH BUDI
SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY membuat dan
menyusun Harga Perhitungan
Sendiri ( HPS ) pada tanggal 5
Maret 2009 / ruang kelas SMA,

MA dan SMK dengan total :

1). Meja Siswa 36 bh harga satuan Rp.288.500,- jumlah ....................... Rp.
10.386.000,-
2). Kursi Siswa 36 bh harga satuan Rp.270.500,- jumlah ................. Rp.

9.738.000,-

10
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3). Meja guru 1 bh harga satuan Rp.750.000,- jumlah ................ Rp.
750.000,-

4). Kursi guru 1 bh harga satuan Rp.500.000,- jumlah ............... Rp.
500.000,-

5). Lemari kelas 1 bh harga satuan Rp.1.750.000,- jumlah ................ Rp.
1.750.000,-

6). Papan tulis 1 bh harga satuan Rp. 600.000,- jumlah ............. Rp.
600.000,-

7). Bak Sampah 1 bh harga satuan Rp.310.000,- jumlah ......... Rp.
310.000,-

8). Tiang sampah 1 bh harga satuan Rp.290.000,- jumlah ............. Rp.
290.000,-

Total HPS Rp.24.324.000,-

e Bahwa dalam penentuan HPS
untuk tahun 2009 yang dibuat
oleh Saudara GIGIH BUDI
SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY  mencontoh  dari

dokumen yang digunakan untuk
pelelangan pada tahun 2008
dengan  alasan  pengadaan
barangnya juga sama yaitu

pengadaan meubeleir.

11
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e Bahwa dalam pembuatan HPS
tersebut tidak ada dilakukan
survey pasar dan juga tidak
menggunakan harga dasar dari
Dinas terkait, Saudara GIGIH

BUDI SETIAWAN Bin

MATHEUS SANDY hanya
meminjam Dokumen tahun
2008 sebagai  pembanding
dalam penentuan penawaran
HPS pada kegiatan pengadaan
Meubeler sekolah tingkat SMA
dan SMK vyang tersebar di
seluruh Kabupaten / Kota se

Propinsi Kalteng tahun 2009.

e Bahwa dari semua 35 paket
tersebut seluruhnya hanya 3
perusahaan yang mengajukan
penawaran untuk masing -
masing paketnya, namun dalam
hal ini 1 rekanan ada yang
mengikuti  pelelangan  pada

lebih dari satu paket pada
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kegiatan pengadaan Meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
yang tersebar di  seluruh
Kabupaten / Kota se Propinsi

Kalteng tahun 2009 tersebut.

e Bahwa terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M. SEA
selaku Direktur Utama CV.
Sarana Karya Mandiri yang
berpusat di Palangka Raya ada
ikut pengadaan barang dan jasa
berupa meubeler SMA dan
SMK pada Dinas Pendidikan
Prop. Kalteng tahun 2009 dan
mendapatkan 5 Paket pekerjaan

yaitu pada :

1. SMA NEGERI I Basarang Kab. Kapuas sebanyak 4 Ruang, Pemilhan
Langsung.

2. SMK KRISTEN Kuala Kapuas sebanyak 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

3. SMK NEGERI I Pangkalan Bun sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

4. SMA NEGERI I JEKAN RAYA Palangka Raya sebanyak 6 Ruang,
Pelelangan Umum.

5. SMA NEGERI I Palangka Raya sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.
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Selain itu terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA ada
menguruskan proses administrasi lelang dan pelaksanaan pekerjaan CV.
Bintang Karya Persada Pusat Palangka Raya milik Kakak Kandung terdakwa
yaitu Saudara RUSTINI LAHING mendapatkan 5 Paket pekerjaan yaitu :

1 SMKN I Buntok sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMAN II JEKAN Raya Palangka Raya 6 Ruang, Pelengan Umum.

3 SMKN II Pahandut Palangka Raya 6 Ruang, Pelelangan Umum.

4 SMA PURNAMA Palangka Raya 3 Ruang, Penunjukan langsung.

5 SMA GKE Tumbang Lahang Katingan Tengah 4 Ruang, Penunjukan lansung.
Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada
menguruskan proses administrasi lelang dan pelaksanaan pekerjaan CV. Karya
Cipta Mulya Pusat Palangka Raya milik keponakan terdakwa, yaitu Anak
Kakak Kandung terdakwa yaitu Saudara ARIYANTO, mendapatkan 5 Paket
pekerjaan yaitu :

1. SMKN 3 Kuala Kapuas sebanyak 5 Ruang, Pelelangan Umum.
2 SMKN 2 Muara teweh, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.
3 SMKN 3 Jekan Raya Palangka Raya 6 Ruang, Pelelangan Umum.
4 SMKN 1 Kuala Kurun, 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

5 SMKN 2 Kuala Kapuas 4 Ruang, Pemilihan Langsung.

Dan terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada

meminjam dan menggunakan CV. Andi Putra milik Saudara HANY DAU yang
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mendapatkan 1 Paket pekerjaan di STM ManduMei Kab. Kapuas 3 ruang,
nilainya Rp. 74.000.000,-.
Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada membantu
membuatkan proses administrasi lelang dan pengiriman barang milik Saudara
AHYAR SUPRIYADI dengan menggunakan CV. Budi Mulia mendapatkan 4
paket pekerjaan yaitu :
1. SMK N 2 Sampit sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMKN 1 Muara teweh, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.

3 SMK Muhamadiyah Sampit, sebanyak 6 Ruang, Pemilihan Langsung.

4 SMKN 1 Bulik, sebanyak 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada membantu

membuatkan proses administrasi lelang dan pengiriman barang milik adik

terdakwa yaitu Saudara ARIA GAGAH dengan menggunakan CV. Alam Raya

Pusat Sampit mendapatkan 3 paket pekerjaan yaitu :
1. SMK N 2 Kuala Pembuang sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.
2 SMK N 1 Sampit, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.

3 SMK Harapan Pangkalan Bun, sebanyak 4 Ruang, Pemilihan Langsung.

e Bahwa selain menggunakan

CV. Sarana Karya Mandiri,

terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M. SEA

ada menguruskan proses
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administrasi lelang dan
lelangnya sendiri dan
pelaksanaan pekerjaan atas 5
Paket pekerjaan lainnya atas
nama CV. Bintang Karya
Persada ( milik Saudara
RUSTINI ) dan 5 Paket
pekerjaan atas nama CV. Karya
Cipta Mulya (milik Saudara
ARIYANTO), dan meminjam
CV. Andi Putra Milik Saudara

HANY DAU 1 Paket pekerjaan,

caranya dengan mencarai
perusahaan lain sebagai
pendamping dan ikut
mendaftarkan perusahaan

tersebut serta mengikuti proses
lelang tetapi semua yang
mengurusi  baik administrasi
lelang dan pelaksanaan
pekerjaan  adalah  terdakwa

ETHER MEI LAHING Bin

DITER M. SEA.
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e Bahwa terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M. SEA

pada pengadaan barang dan jasa
berupa pengadaan meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
di Dinas Pendidikan Prop.
Kalteng dana yang bersumber
dari APBD (DAU) tahun 2009
telah mendapatkan 27 paket
pekerjaan dengan cara
mengatur proses lelangnya yang
sudah  diatur  pemenangnya
dalam  kegiatan pelelangan
sehingga mengakibatkan
persaingan usaha yang tidak

sehat.

e Terdakwa ETHER  MEI
LAHING Bin DITER M. SEA
yang mengikuti proses
pengadaan barang dan jasa
berupa pengadaan meubeler

sekolah tingkat SMA dan SMK

di Dinas Pendidikan Prop.
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Kalteng dana yang bersumber
dari APBD (DAU) tahun 2009
dengan cara meminjam
perusahaan orang lain baik
sebagai pemenang pekerjaan
maupun sebagai
pendampingnya dengan cara
mengatur  semua  dokumen
pelelangannya sesuai dengan
kemauannya sehingga
memenangkan paket tersebut
adalah tidak sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah.

e Bahwa cara terdakwa ETHER

MEI LAHING Bin DITER M.

SEA menghitung pekerjaan

meubeler  tersebut  dengan
melihat pagu Rp. 150.000.000,-
kemudian terdakwa bagi tiap

ruang yang tiap ruangan diberi
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nilai Rp. 25.000.000,-
kemudian terdakwa uraikan per
harga satuan barang yang
didapatkan hasil setiap ruangan
Rp. 25.000.000,- lain untuk

masing — masing ruang adalah :

a Meja siswa @ Rp. 300.000,-
b Kursi siswa @ Rp.  275.000,-
¢ Meja guru @ Rp. 750.000,-
d Kursi guru @ Rp. 500.000,-
e Tiang bendera kelas @ Rp. 350.000,-
f Lemari kelas @ Rp. 1.750.000,-
g Papan tulis white board @ Rp. 600.000,-
h Bak sampah kelas @ Rp.  350.000,-
Total @ Rp.25.000.000,- / Kelas.

Sedang untuk penawarannya terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER

M. SEA mengurangi sedikit dari harga satuannya.

e Bahwa untuk memenuhi
seluruh  kegiatan  meubeler
tersebut, terdakwa ETHER
MEI LAHING Bin DITER M.
SEA memesan dan membeli
kepada pembuat Meubeler
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Saudara HUSNI di jalan Tjilik
Riwut KM. 4 Palangka Raya,
Saudara RAHMAT  Jalan
Beliang Palangka Raya, H.
JANI di Amuntai Kalimantan

Selatan.

e Bahwa untuk  perhitungan

pekerjaan yang dilakukan oleh

Mebel Karya Husni sebagai

berikut :
a Meja+ kursi siswa Rp.200.000,- x 36 = Rp.7.200.000,-
b Meja+ kursi guru Rp.400.000,- x 1 = Rp. 400.000,-
¢ Lemari kelas Rp.500.000,- x 1 = Rp. 500.000,-
d Papan tulis Rp.250.000,- x 1 = Rp. 250.000,-
e Bak sampah Rp.150.000,- x 1 = Rp. 150.000,-
f Tiang bendera Rp.150.000,- x 1 = Rp. 150.000,-
Total = Rp.8.650.000,-
Harga jual = Rp.9.000.000,-

e Bahwa untuk perhitungan

pekerjaan yang dilakukan oleh
Mebel UD. Rahmat Jaya

sebagai berikut :
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a Meja+ kursi siswa Rp. 200.000,- x
36 = Rp.7.200.000,-
b Meja+ kursi guru Rp. 750.000,- x
1 = Rp. 750.000,-
¢ Lemari kelas  Rp. 1.000.000,- x 1 = Rp. 500.000,-
d Papan tulis Rp. 400.000,-x1 = Rp. 400.000,-
e Bak sampah Rp. 250.000,-x1 = Rp. 250.000,-
f Tiang bendera Rp. 250.000,-x1 = Rp. 250.000,-
Total = Rp. 9.850.000,-
Harga jual = Rp.10.500.000,-

e Bahwa 27 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa ETHER

MEI LAHING Bin DITER M/SEA dengan perincian sebagai berikut :

No |Perusahaan Sekolah Nilai Kontrak |Pengeluaran (Kerugian
Pemenang Lelang Penerima (PPN+PPh Negara
Meubeler +Rill)
1 |CV.Sarana Karya SMAN-1 Jekan [149.850.000 69.666.136 80.183.864
Mandiri Raya (6 ruang)
2 |CV.Sarana Karya SMAN 149.850.000 69.666.136 80.183.864
Mandiri Pahandut (6
ruang)
3 |CV.Sarana Karya SMKN-1P.Bun (149.850.000 75.666.136 74.183.864
Mandiri (6 ruang)
4 |CV.Sarana Karya SMA Kristen (74.865.000 40.826.900 34.038.100
Mandiri Kuala Kapuas
(3 ruang)
5 |CV.Sarana Karya SMAN-1 99.702.000 54.423.550 45.278.450
Mandiri Basarang (4
ruang)
6 |CV.Karya Cipta SMAN-3 Jekan [149.950.000 69.666.136 80.183.864
Mulia Raya (6 ruang)
7 |CV.Karya Cipta SMKN-3 Kuala |124.850.000 68.052.500 56.797.500
Mulia Kapuas (5
ruang)
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8 |CV.Karya Cipta SMKN-2 Kuala [99.656.000 54.418.700 45.273.300
Mulia Kapuas 4
ruang)
9 |CV.Karya Cipta SMKN-2 149.850.000 81.666.136 68.183.864
Mulia Muara Taweg
(6 ruang)
10 |CV.Karya Cipta SMKN-1 Kuala {74.754.000 40.815.300 33.938.700
Mulia Kapuas 3
ruang)
11 |CV.Bintang Karya |SMAN-2 Jekan [149.850.000 69.666.136 80.183.864
Persada Raya (6 ruang)
12 |CV.Bintang Karya |SMAN-2 149.850.000 69.666.136 80.183.864
Persada Pahandut (6
ruang)
13 |CV.Bintang Karya |SMK GKE 99.796.000 54.433.300 45.362.700
Persada Th,Layang (4
ruang)
14 |CV.Bintang Karya |SMKN-1 149.850.000 81.666.136 68.183.864
Persada Buntok (6
ruang)
15 |CV.Bintang Karya |SMA Purnama [99.520.000 46.856.800 52.663.200
Persada P.Raya (4
ruang)
16 |CV.Andhy Putra SMK GKE 74.754.000 40.815.00 33.938.700
MandoMei (3
ruang)
17 |CV. Alam Raya SMAN-2 Kuala {149.850.000 81.666.136 68.183.864
Kapuas (6
ruang)
18 |CV. Alam Raya SMKN 1 149.850.000 78.666.136 71.183.864
Sampit (6
ruang)
19 |CV. Alam Raya SMK Harapan [99.796.000 52.433.300 47.362.700
P.Bun (4 ruang)
20 |CV.Budi Mulia SMKN 2 149.850.000 78.666.136 71.183.864
Sampit (6
ruang)
21 |CV.Budi Mulia SMKN Muara [149.850.000 81.666.136 68.183.864
Taweh (6
ruang)
22 |CV.Budi Mulia SMA 99.702.000 52.523.500 47.278.500
Muhamamdiya
h Sampit 4
ruang)
23 |CV.Budi Mulia SMKN-1 Bulik {74.712.000 36.310.800 38.401.200
(3 ruang)
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24 |CV.Theona SMAN 1 149.850.000 81.666.136 68.183.864
Kahayan Hilir
(6 ruang)

25 |CV.Theona SMAN 1 Kuala (149.850.000 81.666.136 68.183.864
Kurun (6
ruang)
26 |CV.Anugrah Sakti (SMK 74.712.000 39.310.800 35.401.200
Miftahulsalam
Hanau (3
ruang)

27 |CV. Suluh Budi SMK Kertapati [49.950.000 26.222.200 23.727.800
Danau
Sembuluh (2
ruang)

e Bahwa perbuatan terdakwa
tersebut telah mengakibatkan

kerugian  keuangan  negara
sebesar 1.566.000.146,- (satu
milyar lima ratus enam puluh
enam juta seratus empat
puluh enam rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut sesuai Laporan Hasil
Perhitungan Kerugian
Keuangan = Negara  Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor :
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SR — 4343 / PW16 / 5/ 2011,

tanggal 23 Juni 2011.

Perbuatan Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat
(1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA selaku
Direktur CV. Sarana Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Agustri Paruna, SH
Nomor ke 5 tanggal 10 Pebruari 2009 baik bertindak secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan saksi GIGIH BUDI SETIAWAN Bin
MATHEUS SANDY berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 602/03/Sek/I/2009 tanggal 03 Januari 2009
tentang Susunan Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Panitia Lelang Jasa
konstruksi, panitia lelang/pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas dan
panitia pemeriksan barang dan jasa dilingkungan Dinas pendidikan Propinsi
Kalimantan Tengah diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
(penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan Januari 2009 sampai
dengan bulan Oktober 2009 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2009, bertempat
di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah J1. Mayjen D.I. Panjaitan
No. 4 Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
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termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan, menyuruh lakukan atau
turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku :

e Bahwa CV. Sarana Karya
Mandiri memiliki dasar hukum
yaitu berdasarkan akta Notaris
Agustri Paruna, SH Nomor ke 5
tanggal 10 Pebruari 2009.
Dimana dalam akta tersebut
tercantum Direktur atas nama
terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M.

SEA.

e Bahwa terdakwa ETHER MEI

LAHING Bin DITER M. SEA
selaku Direktur CV. Sarana
Karya Mandiri mempunyai

tugas dan tanggung jawab yaitu
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menjalankan aktifitas
perusahaan CV. Sarana Karya
Mandiri dan bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap semua
kegiatan yang dikerjakan dan
ditimbulkan oleh CV. Sarana
Karya Mandiri baik yang terjadi
di dalam perusahaan maupun

yang diluar pekerjaan.

e Bahwa pada tahun 2009 di
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng
mendapat ~ anggaran  yang
bersumber dari APBD (DAU)
yaitu mata anggaran yang
tertuang dalam DPA SKPD
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng
Nomor DPA :1.01.01.17.19.5.2
adalah Rp. 4.292.285.000.-
(empat milyar dua ratus
sembilan puluh dua juta dua
ratus delapan puluh lima ribu
rupiah) tentang  pengadaan

barang dan jasa  berupa

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan meubeler sekolah
tingkat SMA dan SMK dengan
biaya belanja Modal pengadaan
Meubeler keseluruhan sebesar
Rp. 4. 250.000.000,- (empat
milyar dua ratus lima puluh juta
rupiah). Dari besaran anggaran
yang ada  pihak  Dinas

Pendidikan  Prop.  Kalteng

melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan cara
melaksanakan proses

pengadaan barang dan jasa
pemerintah sesuai dengan paket
masing - masing sekolah
penerima, dan setiap sekolah
penerima  juga  disesuaikan
dengan jumlah ruangan dan
besaran anggaran yang tertuang
dalam DIPA masing — masing
paketnya. Selanjutnya di dalam
anggaran pengadaan tersebut

untuk setiap ruangannya di
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anggarkan sebesar Rp.

25.000.000,-.

e Bahwa jumlah Paket yang
dilelang dalam  Pengadaan
Barang dan Jasa sebanyak 35
Paket pada kegiatan pengadaan
Meubeler sekolah tingkat SMA
dan SMK yang tersebar di
seluruh Kabupaten / Kota se

Propinsi Kalteng tahun 2009.

e Bahwa masing — masing paket

tersebut adalah :

1 SMA N 1 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

2 SMA N 2 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

3 SMA N 3 Jekan Raya untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

4 SMA N 1 Pahandut untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

5 SMA N 2 Pahandut untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

6 SMA N 2 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.
7 SMA N 3 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.
8 SMA N 1 Basarang untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-.

9 SMA Muhamadiyah Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu

Rp.150.000.000,-
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10 SMA Purnama Palangka Raya untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

11 MAN Model Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-.

12 MA Miftahul Janah Palangka Raya untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-

13 SMA N 1 Kahayan Hilir untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

14 SMA N 1 Kuala Kurun untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

15 SMA N 1 Sebagau untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.

16 SMK N 1 Muara Teweh untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

17 SMK N 2 Muara Teweh untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

18 SMK GKE MandoMei untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,.

19 SMK N 1 Kuala Kapuas untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

20 SMK N 2 Kuala Kapuas untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-.

21 SMK N 3 Kuala Kapuas untuk 5 ruang dengan Pagu Rp.125.000.000,-.

22 SMK Kristen Kuala Kapuas untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-.

23 SMK N 1 Buntok untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

24 SMK N 1 Sampit untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

25 SMK N 2 Sampit untuk 6 ruang dengan Pagu Rp.150.000.000,-.

26 SMK Muhamadiyah Sampit untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

27 SMK Kertapati Danau Sembuluh Seruyan untuk 2 ruang dengan Pagu

Rp.50.000.000,-.
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28 SMK Miftahul Salam Hanau untuk 3 ruang dengan Pagu
Rp.75.000.000,-.

29 SMK N 1 Pangkalan Bun wuntuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-.

30 SMK N Harapan Pangkalan Bun untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

31 SMK GKE Tumbang Lahang untuk 4 ruang dengan Pagu
Rp.100.000.000,-.

32 SMK N 1 Kurun untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.

33 SMK N 1 Bulik untuk 3 ruang dengan Pagu Rp.75.000.000,-.

34 SMK N 4 Palangka Raya untuk 6 ruang dengan Pagu
Rp.150.000.000,-.

35 SMK Karsa Mulia untuk 4 ruang dengan Pagu Rp.100.000.000,-

e Bahwa  dalam  Pengadaan
Barang dan Jasa semua paket
ini menggunakan Metode pasca
kualifikasi dan pemilihan
langsung. Tahapan pelelangan
kegiatan pengadaan Meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
yang tersebar di  seluruh

Kabupaten / Kota se Propinsi
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Kalteng tahun 2009, dengan

cara :

a Dibuat pengumuman dan rekanan mendaftar.
b Seleksi berkas yang mendaftar.
¢ Mengundang perusahan yang mendaftar untuk mengikuti
Azwizing / penjelasan pekerjaan dan pemberitahuan batas akhir
pemasukan penawaran.
d Menunggu batas akhir penawaran.
e Memasukkan penawaran/ Evaluasi harga penawaran.
f Mengusulkan calon pemenang pada PPTK.
g Ada persetujuan dari PPTK.
h Panitia P2BJ Mengumumkan pemenang.
i PPTK Menetapkan pemenang selanjutnya PPTK membuat SPK.
Semua proses dan tahapan tersebut yang membuat dan mengetik adalah Ketua
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( P2BJ ) yaitu Saudara GIGIH BUDI
SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY dengan mencontoh Dokumen tahun

2008

e Bahwa anggota panitia lelang
yang terlibat dalam proses
pelelangan  tersebut  tidak
berjalan sebagaimana mestinya
dan proses pelelangan tersebut

hanya bersifat formalitas saja.

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa Saudara GIGIH BUDI
SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY membuat dan

menyusun Harga Perhitungan
Sendiri ( HPS ) pada tanggal 5
Maret 2009 / ruang kelas SMA,

MA dan SMK dengan total :

1). Meja Siswa 36 bh harga satuan Rp.288.500,- jumlah Rp.10.386.000,-

2). Kursi Siswa 36 bh harga satuan Rp.270.500,- jumlah Rp.
9.738.000,-
3). Meja guru 1 bh harga satuan Rp.750.000,- jumlah Rp.
750.000,-
4). Kursi guru 1 bh harga satuan Rp.500.000,-  jumlah Rp.
500.000,-
5). Lemari kelas 1 bh harga satuan Rp.1.750.000,- jumlah Rp.
1.750.000,-
6). Papan tulis 1 bh harga satuan Rp. 600.000,- jumlah Rp.
600.000,-
7). Bak Sampah 1 bh harga satuan Rp.310.000,- jumlah Rp.
310.000,-
8). Tiang sampah 1 bh harga satuan Rp.290.000,- jumlah Rp.
290.000,-
Total HPS Rp.24.324.000,-
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e Bahwa dalam penentuan HPS

untuk tahun 2009 yang dibuat

oleh Saudara GIGIH BUDI
SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY mencontoh dari

dokumen yang digunakan untuk
pelelangan pada tahun 2008
dengan  alasan  pengadaan
barangnya juga sama yaitu

pengadaan meubeleir.

® Bahwa dalam pembuatan HPS
tersebut tidak ada dilakukan
survey pasar dan juga tidak
menggunakan harga dasar dari

Dinas terkait, Saudara GIGIH
BUDI SETIAWAN Bin
MATHEUS SANDY hanya

meminjam Dokumen tahun
2008  sebagai  pembanding
dalam penentuan penawaran
HPS pada kegiatan pengadaan
Meubeler sekolah tingkat SMA

dan SMK yang tersebar di
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seluruh Kabupaten / Kota se

Propinsi Kalteng tahun 2009.

e Bahwa dari semua 35 paket
tersebut seluruhnya hanya 3
perusahaan yang mengajukan
penawaran untuk masing -
masing paketnya, namun dalam
hal ini 1 rekanan ada yang
mengikuti  pelelangan  pada
lebih dari satu paket pada
kegiatan pengadaan Meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
yang tersebar di  seluruh
Kabupaten / Kota se Propinsi

Kalteng tahun 2009 tersebut.

e Bahwa terdakwa ETHER MEI

LAHING Bin DITER M. SEA

selaku Direktur Utama CV.

Sarana Karya Mandiri Yang
berpusat di Palangka Raya ada
ikut pengadaan barang dan jasa
berupa meubeler SMA dan

SMK pada Dinas Pendidikan

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalteng tahun 2009 dan
mendapatkan 5 Paket pekerjaan

yaitu pada :

1. SMA NEGERI I Basarang Kab. Kapuas sebanyak 4 Ruang, Pemilhan
Langsung.

2. SMK KRISTEN Kuala Kapuas sebanyak 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

3. SMK NEGERI I Pangkalan Bun sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

4. SMA NEGERI I JEKAN RAYA Palangka Raya sebanyak 6 Ruang,
Pelelangan Umum.

5. SMA NEGERI I Palangka Raya sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

Selain itu terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA ada
menguruskan proses administrasi lelang dan pelaksanaan pekerjaan CV.
Bintang Karya Persada Pusat Palangka Raya milik Kakak Kandung terdakwa
yaitu Saudara RUSTINI LAHING mendapatkan 5 Paket pekerjaan yaitu :

1 SMK N I Buntok sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMA N IT JEKAN Raya Palangka Raya 6 Ruang, Pelengan Umum.

3 SMKN II Pahandut Palangka Raya 6 Ruang, Pelelangan Umum.

4 SMA PURNAMA Palangka Raya 3 Ruang, Penunjukan langsung.

5 SMA GKE Tumbang Lahang Katingan Tengah 4 Ruang, Penunjukan lansung.

Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada

menguruskan proses administrasi lelang dan pelaksanaan pekerjaan CV.

Karya Cipta Mulya Pusat Palangka Raya milik keponakan terdakwa, yaitu
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Anak Kakak Kandung terdakwa yaitu Saudara ARIYANTO, mendapatkan 5
Paket pekerjaan yaitu :
1. SMK N 3 Kuala Kapuas sebanyak 5 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMK N 2 Muara teweh, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.

3 SMKN 3 Jekan Raya Palangka Raya 6 Ruang, Pelelangan Umum.

4 SMK N 1 Kuala Kurun, 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

5 SMKN 2 Kuala Kapuas 4 Ruang, Pemilihan Langsung.

Dan terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada
meminjam dan menggunakan CV. Andi Putra milik Saudara HANY DAU
yang mendapatkan 1 Paket pekerjaan di STM ManduMei Kab. Kapuas 3
ruang, nilainya Rp. 74.000.000,-
Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada membantu
membuatkan proses administrasi lelang dan pengiriman barang milik Saudara
AHYAR SUPRIYADI dengan menggunakan CV. Budi Mulia mendapatkan 4
paket pekerjaan yaitu :
1. SMK N 2 Sampit sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMK N 1 Muara teweh, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.

3 SMK Muhamadiyah Sampit, sebanyak 6 Ruang, Pemilihan Langsung.

4 SMK N 1 Bulik, sebanyak 3 Ruang, Pemilihan Langsung.

Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA juga ada membantu

membuatkan proses administrasi lelang dan pengiriman barang milik adik
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terdakwa yaitu Saudara ARIA GAGAH dengan menggunakan CV. Alam
Raya Pusat Sampit mendapatkan 3 paket pekerjaan yaitu :
1. SMK N 2 Kuala Pembuang sebanyak 6 Ruang, Pelelangan Umum.

2 SMK N 1 Sampit, sebanyak 6 ruang Pelangan Umum.

3 SMK Harapan Pangkalan Bun, sebanyak 4 Ruang, Pemilihan Langsung.

e Bahwa selain menggunakan

CV. Sarana Karya Mandiri,

terdakwa ETHER MEI

LAHING Bin DITER M. SEA
ada menguruskan proses
administrasi lelang dan
lelangnya sendiri dan
pelaksanaan pekerjaan atas 5
Paket pekerjaan lainnya atas
nama CV. Bintang Karya
Persada ( milik  Saudara

RUSTINI ) dan 5 Paket

pekerjaan atas nama CV. Karya
Cipta Mulya (milik Saudara
ARIYANTO), dan meminjam

CV. Andi Putra Milik Saudara

HANY DAU 1 Paket pekerjaan,

caranya dengan mencarai
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perusahaan lain sebagai
pendamping dan ikut
mendaftarkan perusahaan

tersebut serta mengikuti proses
lelang tetapi semua yang
mengurusi baik  administrasi
lelang dan pelaksanaan
pekerjaan  adalah  terdakwa

ETHER MEI LAHING Bin

DITER M. SEA.

e Bahwa terdakwa ETHER MEI

LAHING Bin DITER M. SEA
pada pengadaan barang dan jasa
berupa pengadaan meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
di Dinas Pendidikan Prop.
Kalteng dana yang bersumber
dari APBD (DAU) tahun 2009
telah mendapatkan 27 paket
pekerjaan dengan cara
mengatur proses lelangnya yang
sudah diatur pemenangnya

dalam  kegiatan  pelelangan
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sehingga mengakibatkan
persaingan usaha yang tidak

sehat.

e Terdakwa ETHER  MEI
LAHING Bin DITER M. SEA
yang mengikuti proses
pengadaan barang dan jasa
berupa pengadaan meubeler
sekolah tingkat SMA dan SMK
di Dinas Pendidikan Prop.
Kalteng dana yang bersumber
dari APBD (DAU) tahun 2009
dengan cara meminjam
perusahaan orang lain baik
sebagai pemenang pekerjaan
maupun sebagai
pendampingnya dengan cara
mengatur  semua  dokumen
pelelangannya sesuai dengan
kemauannya sehingga
memenangkan paket tersebut
adalah tidak sesuai dengan

Keputusan Presiden Nomor 80
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Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah.

e Bahwa cara terdakwa ETHER
MEI LAHING Bin DITER M.
SEA menghitung pekerjaan
meubeler  tersebut  dengan
melihat pagu Rp. 150.000.000,-
kemudian terdakwa bagi tiap
ruang yang tiap ruangan diberi
nilai Rp. 25.000.000,-
kemudian terdakwa uraikan per
harga satuan barang yang
didapatkan hasil setiap ruangan
Rp. 25.000.000,- lain untuk

masing — masing ruang adalah :

1Meja siswa @ Rp. 300.000,-
2Kursi siswa @ Rp. 275.000,-
3Meja guru @ Rp. 750.000,-
4Kursi guru @ Rp. 500.000,-
5Tiang bendera kelas @ Rp. 350.000,-
6Lemari kelas @ Rp. 1.750.000,-
7Papan tulis white board @ Rp. 600.000,-
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8Bak sampah kelas @ Rp. 350.000,-

Total @ Rp.25.000.000,- / Kelas.

Sedang untuk penawarannya terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER

M. SEA mengurangi sedikit dari harga satuannya.

e Bahwa untuk memenuhi
seluruh  kegiatan  meubeler
tersebut, terdakwa ETHER
MEI LAHING Bin DITER M.
SEA memesan dan membeli
kepada pembuat Meubeler
Saudara HUSNI di jalan Tjilik
Riwut KM. 4 Palangka Raya,

Saudara RAHMAT  Jalan
Beliang Palangka Raya, H.

JANI di Amuntai Kalimantan

Selatan.

e Bahwa untuk perhitungan
pekerjaan yang dilakukan oleh
Mebel Karya Husni sebagai

berikut :

a Meja + kursi siswa Rp.200.000,- x 36

Rp. 7.200.000,-
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b Meja + kursi guru Rp.400.000,- x 1

Rp.  400.000,-

¢ Lemari kelas Rp.500.000,- x 1

Rp.  500.000,-

d Papan tulis Rp.250.000,- x 1 =Rp. 250.000,-
e Bak sampah Rp.150.000,- x 1 =Rp. 150.000,-
f Tiang bendera Rp.150.000,- x 1 =

Rp.  150.000,-

Total =Rp. 8.650.000,-

Harga jual =Rp. 9.000.000,-

e Bahwa untuk  perhitungan

pekerjaan yang dilakukan oleh
Mebel UD. Rahmat Jaya

sebagai berikut :

a Meja+ kursi siswa Rp. 200.000,- x
36 = Rp.7.200.000,-

b Meja + kursi guru Rp. 750.000,- x
1 = Rp. 750.000,-

¢ Lemari kelas  Rp. 1.000.000,- x 1 £ Rp. 500.000,-

d Papan tulis Rp. 400.000,-x1 = Rp. 400.000,-

e Bak sampah Rp. 250.000,- x 1 = Rp. 250.000,-

f Tiang bendera Rp. 250.000,-x 1 = Rp. 250.000,-
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Rp. 9.850.000,-

Rp.10.500.000,-

Bahwa 27 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa ETHER MEI

LAHING Bin DITER M/SEA dengan perincian sebagai berikut :

No|Perusahaan Sekolah Penerima|Nilai KontrakPengeluaran |Kerugian
Pemenang Lelang Meubeler (PPN+PPh Negara
+Rill)
1 |CV.Sarana Karya SMAN-1 Jekan (149.850.000 |69.666.136 80.183.864
Mandiri Raya (6 ruang)
2 |CV.Sarana Karya SMAN Pahandut (149.850.000 [69.666.136 80.183.864
Mandiri (6 ruang)
3 |CV.Sarana Karya SMKN-1 P.Bun |149.850.000 |75.666.136 74.183.864
Mandiri (6 ruang)
4 |CV.Sarana Karya SMA Kristen 74.865.000  |40.826.900 34.038.100
Mandiri Kuala Kapuas 3
ruang)
5 |CV.Sarana Karya SMAN-1 99.702.000  (54.423.550 45.278.450
Mandiri Basarang (4
ruang)
6 |CV.Karya Cipta SMAN-3 Jekan (149.950.000 |69.666.136 80.183.864
Mulia Raya (6 ruang)
7 |CV.Karya Cipta SMKN-3 Kuala [124.850.000 |68.052.500 56.797.500
Mulia Kapuas (5 ruang)
8 |CV.Karya Cipta SMKN-2 Kuala (99.656.000 |54.418.700 45.273.300
Mulia Kapuas (4 ruang)
9 |CV.Karya Cipta SMKN-2 Muara |149.850.000 [81.666.136 68.183.864
Mulia Taweg (6 ruang)
10 |[CV.Karya Cipta SMKN-1 Kuala |74.754.000  |40.815.300 33.938.700
Mulia Kapuas (3 ruang)
11 |CV.Bintang Karya [SMAN-2 Jekan |149.850.000 [69.666.136 80.183.864
Persada Raya (6 ruang)
12 |CV.Bintang Karya |SMAN-2 149.850.000 |69.666.136 80.183.864
Persada Pahandut (6
ruang)
13 |CV.Bintang Karya |SMK GKE 99.796.000  (54.433.300 45.362.700
Persada Tb,Layang (4
ruang)
14 |CV.Bintang Karya |SMKN-1 Buntok [149.850.000 [81.666.136 68.183.864
Persada (6 ruang)
15 |CV.Bintang Karya [SMA Purnama |99.520.000 [46.856.800 52.663.200
Persada P.Raya (4 ruang)
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16 |CV.Andhy Putra SMK GKE 74.754.000  |40.815.00 33.938.700
MandoMei (3
ruang)

17 |CV. Alam Raya SMAN-2 Kuala (149.850.000 (81.666.136 68.183.864
Kapuas (6 ruang)

18 |CV. Alam Raya SMKN 1 Sampit [149.850.000 (78.666.136 71.183.864
(6 ruang)

19 |CV.Alam Raya SMK Harapan 99.796.000  (52.433.300 47.362.700
P.Bun (4 ruang)

20 |CV.Budi Mulia SMKN 2 Sampit [149.850.000 (78.666.136 71.183.864
(6 ruang)

21 |CV.Budi Mulia SMKN Muara 149.850.000 [81.666.136 68.183.864
Taweh (6 ruang)

22 |CV.Budi Mulia SMA 99.702.000  |52.523.500 47.278.500
Muhamamdiyah
Sampit (4 ruang)

23 |CV.Budi Mulia SMKN-1 Bulik (3 (74.712.000  (36.310.800 38.401.200
ruang)

24 |CV.Theona SMAN 1 149.850.000 [81.666.136 68.183.864
Kahayan Hilir (6
ruang)

25 |CV.Theona SMAN 1 Kuala (149.850.000 (81.666.136 68.183.864
Kurun (6 ruang)

26 |CV.Anugrah Sakti [SMK 74.712.000  |39.310.800 35.401.200
Miftahulsalam
Hanau (3 ruang)

27 |CV. Suluh Budi SMK Kertapati (49.950.000  [26.222.200 23.727.800
Danau Sembuluh
(2 ruang)

e Bahwa perbuatan terdakwa
tersebut telah mengakibatkan
kerugian  keuangan  negara
sebesar 1.566.000.146,- (satu
milyar lima ratus enam puluh
enam juta seratus empat
puluh enam rupiah) atau
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setidak-tidaknya sekitar jumlah
tersebut sesuai Laporan Hasil
Perhitungan Kerugian
Keuangan  Negara  Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor :
SR — 4343 / PW16 / 5/ 2011,

tanggal 23 Juni 2011.

Perbuatan Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2),
(3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2012 Nomor Reg.Perk : PDS-04/

Plang/0112 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA bersalah
secara bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun
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1999 jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan PriMeir;

2  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER
M.SEA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama
masa penahanan yang dijalani dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA dibebani membayar

uang pengganti sebesar Rp. 1.566.000.146,- (satu milyar lima ratus enam puluh
enam juta seratur empat puluh enam rupiah, subsidair 4 (empat) tahun dan 6

(enam) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

A. 1 Map barang bukti berupa surat / dokumen yang disita dari
Ketua Panitia lelang An. GIGIH BUDI SANTOSO yang berisi:
4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 602 / 03 /1/ Sek / 2009
tanggal 03 Januari 2009 tentang Susunan Panitia pengadaan
barang dan jasa, Panitia lelang jasa konstruksi, Panitia lelang /
Pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas dan Panitia
pemeriksa barang dan jasa dan di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009;

1 1 (satu) lembar foto copy Harga

Perhitungan Sendiri (HPS) kegiatan
pengadaan meubelair sekolah yang
dibuat oleh Panitia pelelangan
pengadaaan  barang dan  jasa

dilingkungan Dinas Pendidikan|
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Provinsi kalimantan Tengah Tahun|
2009 tanggal 05 Maret 2009 yang
ditandatangani GIGIH BUDI S;

2 1 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Excite Jaya
Group untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMK Negeri
— 1 Kuala Kapuas TA. 2009;

3 1 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Eka Cipta Jasa
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMK Negeri
— 1 Kuala Kapuas TA. 2009;

4 1 (satu) bendel Dokumen|
Pascakualifikasi CV. Eka Karya
Mandiri untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMA Negeri
— 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

51 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Excite Jaya
Group untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair ruang kelas SMA Negeri

— 3 Kuala Kapuas TA. 2009;
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6 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Budi Mulia
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 1 Kahayan Hilir TA. 2009;

7 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Budi Mulia untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.
2009;

8 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Alam Raya
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 1 Kahayan Hilir TA. 2009;

9 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Alam Raya untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.
20009;

10 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Budi Mulia

untuk pekerjaan pengadaan

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas TA. 2009;

11 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Budi Mulia untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA.
2009;

12 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Tiga Theona
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas TA. 2009;

13 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Tiga Theona untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA.
2009;

14 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Putri Kasuma
Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 2 Muara Teweh TA. 2009;

15 2 (dua) buku Dokumen Penawaran

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Putri Kasuma Jaya untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA. 2009;

16 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Sarana Karya
Mandiri untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 2 Muara Teweh TA. 2009;

17 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Sarana Karya Mandiri untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA. 2009;

18 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Tiga Theona
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh TA. 2009;

19 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Tiga Theona untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas

SMK Negeri — 1 Muara Teweh TA.
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2009;

20 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Bintang Karya
Persada untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh TA. 2009;

21 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Bintang Karya Persada untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara
Teweh TA. 2009;

22 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Putri Kasuma
Jaya untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 5 ruang kelas SMK
Negeri — 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

23 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Putri Kasuma Jaya untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 5
ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

24 1 (satu) buku Dokumen

Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
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untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 5 ruang kelas SMK
Negeri — 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

25 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Andhy Putra untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 5 ruang kelas
SMK Negeri — 3 Kuala Kapuas TA.
2009;

26 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 3 Jekan Raya TA. 2009;

27 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Andhy Putra untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 3 Jekan Raya TA.
2009;

28 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Bintang Karya
Persada untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA

Negeri— 3 Jekan Raya TA. 2009;
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29 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Bintang Karya Persada untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan
Raya TA. 2009;

30 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
untuk pekerjaan pengadaan

meubelair 6 ruang kelas SMK

B. 1 Map barang bukti surat / dokumen yang disita dari Pejabat

Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PRPER) anl BERAISTS, S48
PeiRA) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan

(kontrak) Nomor : 421.2/13077 EASRnRHY fPokpeisd bea aran
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang kelas SMA
Negeri — 1 Jekan Raya denganqgkaéé}fl@vp SR ARRkgDERsFigan
MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-.
pengadaay meubslair 6 pyane kelgy
SMig Rgser — 1 Buniek Toupitin
321 Peg‘?ﬁ}&)ongall? uku %93%1&%‘3
Pasegblifikast CV. Byt Ky
Jay; Bpiel vRESRIGEN eRsAdags
me%ﬁ}%OQ ﬁ%ﬁ?&%aah%%g%
NegefippbRpnildd g% sma
33 2 (dyaydiku Pokumer Bsnasasan
CVrelifiih Kagspa Tyl
pekqgiRpy RepgadanD Royh a4
rual}gon]ﬁealﬁstSMg.Sm&-. -1
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Bunfok T 300%uah  foto  copy
31 gofiiln Rt POJHRSA
Pasgalifiliasin CV- Budiolulia
untykomorPekerjaan 4o | pEPEAGAR)
meySlRien A/ 1D, Kalisead M
Neggifi2baoral ke Ten 29894
35 2 (dyh,buky DakHpekdsoavwain
CVNBrd] Maliuptgk aelicraan
pengadann, meNPelgii R yueng fiota
SMydiEgsriqan' NiplasHER RY:
200949 850.000,-.
36 3 1 iy BHkH  foROkWBEY
Paseriuplitikasi §uYarSarana;Kaia
Mangigigiipspakerjaan pepgadaiy
meyQelaisy 012 FURAg7 75NN
Neggii v Ko 29680,
38. 2 (dua) buku Dokumen PenawaganCX. SaanaKarRteubeler
Mandiri untuk pekerjaan pqugggalk@gybgtﬁi‘& 61%%%% kglai;
SMA Negeri — 1 Kuala Kurgn 818000 ngan rekanan CV.
SARANA KARYA MANDIRI
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.850.000,-.

4 1 (satu) buah foto copy
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dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.B/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 2
Pahandut dengan rekanan CV.
BINTANG KARYA PERSADA|
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.850.000,-.

5 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.K/
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas
dengan rekanan CV. ALAM
RAYA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

6 1 (satu) buah foto copy

dokumen  Surat  Perjanjian|
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Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/164.A/Dikmen
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 3
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. EKA CIPTA JASA dan
Nilai Kontrak Rp.
149.820.000,-.

7 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.D/Dikmen
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA|
Muhammadiyah Palangka Raya
dengan rekanan CV.
PANENGA PERDANA dan|
Nilai Kontrak Rp.
148.812.000,-.

8 1 (satu) buah foto copy

dokumen  Surat  Perjanjian|
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Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.B/Dikmen/
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas Madrasah Aliyah
Negeri Model P. Raya dengan|
rekanan CV. PANENGA
PERDANA dan Nilai Kontrak
Rp. 148.722.600,-.

9 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.0/Dikmen
V72009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas Madrasah Aliyah
Miftahul Jannah P. Raya dengan
rekanan CV. DUA PUTRA
BERSAUDARA dan Nilaj
Kontrak Rp. 74.916.000,-.

10 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|

Pemborongan (kontrak)
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Nomor : 421.2/1.077.1/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1
Kahayan Hilir dengan rekanan
CV. TIGA THEONA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

11 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.J/Dikmen,
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1
Kuala Kurun dengan rekanan
CV. TIGA THEONA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

12 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.L/Dikmen/
V72009, tanggal 02 Mei 2009,

pekerjaan pengadaan Meubeler
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ruang kelas SMA Negeri — 1
Sebangau dengan rekanan CV.
EKA KARYA MANDIRI dan|
Nilai Kontrak Rp. 74.925.000,-.

13 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.N
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh
dengan rekanan CV. BUDI
MULIA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

14 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.0
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK

Negeri — 2 Muara Teweh
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dengan rekanan CV. KARYA
CIPTA MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

15 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.B/Dikmen/
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK GKE
MandoMei dengan rekanan CV.
ANDHY PUTRA dan Nilai
Kontrak Rp. 74.754.000,-.

16 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1073.A/Dikmen
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. EKA KARYA MANDIRI

dan  Nilai  Kontrak  Rp.
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149.805.000,-.

17 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.C/Dikmen/|
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 2
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. KARYA CIPTA MULIA
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
99.656.000,-.

18 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.L/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 3
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. KARYA CIPTA MULIA
dan  Nilai  Kontrak  Rp.

124.850.000,-.
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19 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.D/Dikmen,
VII/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Kristen Kuala
Kapuas dengan rekanan CV.
SARANA KARYA MANDIRI
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
74.865.000,-.

20 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.M
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Buntok dengan
rekanan CV. BINTANG
KARYA PERSADA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000.,-.

21 1 (satu) buah foto copy
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dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.D
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Sampit dengan
rekanan CV. ALAM RAYA dan
Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-

22 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.C/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 2
Sampit dengan rekanan CV.
BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

23 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)

Nomor : 421.2/1.777.A
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Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Pangkalan Bun
dengan rekanan CV. SARANA
KARYA MANDIRI dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

24 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.1/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK GKE
Tumbang  Lahang  dengan
rekanan CV. BINTANG
KARYA PERSADA dan Nilai
Kontrak Rp. 99.796.000,-.

25 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.C/Dikmen/

VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
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pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 4
Palangka Raya dengan rekanan|
CV. PANENGA UTAMA dan|
Nilai Kontrak Rp.
148.851.600,-.

26 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.M/Dikmen
V72009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Karsa Mulia
dengan rekanan CV. EKA
CIPTA JASA dan Nilai Kontrak|
Rp. 99.880.000,-.

27 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.F/Dikmen,
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler

ruang kelas SMK Kertapati
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Danau  Sembuluh  Seruyan
dengan rekanan CV. SULUH
BUDI dan Nilai Kontrak Rp.
49.950.000,-.

28 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.J/Dikmen,
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Bulik dengan rekanan CV.
BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 74.712.000,-.

29 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.L/Dikmen/
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Kuala Kurun dengan rekanan

CV. KARYA CIPTA MULIA
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dan  Nilai  Kontrak  Rp.
74.754.000,-.

30 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)

Nomor : 800/801.A/Dikmen

C. 1 Map barang bukti surat / dokumen yang disita dari Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng an. LILLY LINDA , berupa :

1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04159/ SP2D /
L.S/2009 tanggal 11 September 2009 berikut lampirannya, 1 (satu) lembar Surat
Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1316/SPM-LS/IX/2009 tanggal 8
September 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
1316/SPP-LS/IX/2009 tanggal 8 September 2009 berikut Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 September 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 022/CV-PP/Pky/
VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 023/CV-PP/Pky/
VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 157/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 4 September 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.

1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

04879/ SP2D /LS/2009 tanggal 13 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1639/SPM-LS/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1639 / SPP-
LS/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal

9 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
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Nomor : 018.a/CV-PP/VIIII/Pky/2009 tanggal 30 September 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 lembar Berita
Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/CV-PP/IX/Pky/2009 tanggal
30 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 186/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 30 September]
2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan
Lampiran III.

2 3). 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
05303/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1733/SPM-LS/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1733 / SPP-
LS/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 berikut Rincian Rencana
Penggunaan dan kegiatan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Serah Terima Barang Nomor : 016.A/BA-ST/CV-PU/VIII/
Pky/2009 tanggal 30 September 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : 17/CV-PU/IX/Pky/2009 tanggal 30 September]
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
186/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 30 September 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.

3 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

04143/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut
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lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1295/SPM-LS/X/2009 tanggal 7 September 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1295 / SPP-
LS/X/2009 tanggal 7 September 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
7 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 78/CV-ECJ/PIk/IX/2009 tanggal 7 September 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembarj
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 75/CV-ECJ/PIk/IX/2009
tanggal 2 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 160/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 7
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
II dan Lampiran III.

4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02320/ SP2D /L.S/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0591/SPM-
LS/V1/2009 tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0591/SPP-LS/V1/2009 tanggal 18 Juni
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu) lembar|
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 62/CV-ECJ/P1k/2009
tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

76/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 19 Juni 2009 beserta Berita Acara
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Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar]
Berita Serah Terima Barang Nomor : 61/CV-EKM/P1k/2009 tanggal
11 Juni 2009.

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02321/ SP2D /LS/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0592
SPP-LS/V1/2009 tanggal 18 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
18 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 65/CV-EKM//P1k/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 77/PAN-P2B-KT/2009 tanggal
19 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara serah Terima Barang
Nomor : 57/CV-EKM/plk/2009 tanggal 11 Juni 2009.

6 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02668/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0805/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0805/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 21/CV-BM/SPT/

VI1/2009 tanggal 18 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
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Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 20/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal 17 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 111/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 17 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II.

7 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05308/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1820/SPM-LS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1820/SPP-LS/
X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
26 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 29/CV-BM/SPT/IX/2009 tanggal 26 September 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar|
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 37/CV-BM/SPT/
VIII/2009 tanggal 24 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 197/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 23
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran|
I dan Lampiran II.

8 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02669/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0801/SPM-

LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
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Pembayaran (SPP) Nomor : 0801/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli 2009, 1 (satu) lembar
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/CV-BM/SPT/
VI1/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 18/CV-BM/SPT/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 112/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 20 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II.

9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
06425/ SP2D /LS/2009 tanggal 08 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2159/SPM-LS/XI1/2009 tanggal 10 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2159
SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 38/CV-BM/SPT/IX/ 20 September 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar]
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 230/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 28 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara

Penyerahan Barang Nomor : /CV-BM/SPT/VIII/2009 tanggal 28
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September 2009.

10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
04226/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1341/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1341/SPP-LS/
IX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
9 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 169/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 Agustus 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran
IL, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 30/CV-
AR/SPT/VIII/2009 tanggal 29 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita)
Acara Serah Terima Barang Nomor : 31/CV-AR/SPT/IX/2009
tanggal 2 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang.

11 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02672/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0798/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0798/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli 2009, 1 (satu) lembarj

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 31/CV-AR/SPT/
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VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 30/CV-AR/SPT/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 113/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II.

12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
03381/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1006/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1006/SPP-LS/
VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 142/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-SB/
SPT/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 31/CV-SB/SPT/V1/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

13 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
03380/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 1005/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
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lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1005/SPP-LS/
VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggall
27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 141/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-AS/
SPT/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-AS/SPT/V1/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

14 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
06097/ SP2D /LS/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2063/SPM-LS/X1/2009 tanggal 20 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2063
SPP-LS/X1/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 20 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 219/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 26
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : /CV-TT/SPT/VIII/2009 tanggal 26 September
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

48/CV-AS/SPT/IX/2009 tanggal 28 September 2009 beserta
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lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
05558/ SP2D /LS/2009 tanggal 05 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1935/SPM-LS/X1/2009 tanggal 4 Nopember 2009, 1 (satu)
lembar (SPP) Nomor : 1935 / SPP-LS / XI / 2009 tanggal 4
Nopember 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan,
1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 04 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 29/CV-
AS/SPT/IX/2009 tanggal 25 September 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 212/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 24
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-TT/SPT/VIII/2009 tanggal 24 september 2009.

16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
05271/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1813/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1813/SPP-LS/
X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggall
24 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor : 38/CV-AR/SPT/IX/2009 tanggal 19 September 2009
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beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembarj
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-AR/SPT/VIII/2009
tanggal 16 september 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 198/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 18
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
I dan Lampiran II.

17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02667/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0802/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0802/SPP-LS/VI/2009 tanggal 7 Juli
2009 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1
(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-SKM/
PLK/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 115/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 juni 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran
II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 40
CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 20009.

18 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02670/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0797/SPM-

LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
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Pembayaran (SPP) Nomor : 0797/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-KCM/PLK/
VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 24/CV-KCM/PLK/V1/2009 tanggal 25 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 114/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 27 juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II.

19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
05304/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1814/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu) lembarj
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1814/SPP-LS/X/2009
tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 24
Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 34/CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 19 September 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar]
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 199/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 18 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara

Penyerahan Barang Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 18
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September 2009.

20 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04144/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1296/SPM-LS/I1X/2009 tanggal 7 September 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1296/SPP-LS/
IX/72009 tanggal 7 September 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
7 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 85/CV-EKM/PIK/IX/2009 tanggal 7 September]
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 159/PAN-P2B-
KT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 beserta Berita Acara
Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III, 1 (satu) lembarj
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009
tanggal 28 September 2009.

21 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04229/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1342/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1342/SPP-LS/
IX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggall

9 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
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Barang Nomor : 168/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 Agustus 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran
II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 24
CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, 1 (satu) lembarj
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 25/CV-BKP/PLK/
VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 beserta lampiran Berita Acaral
Serah Terima Barang.

22 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05907/ SP2D /LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2016/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2016
SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 116/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 26
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 38/CV-BKP/PLK/IX/2009 tanggal 28 September
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-BKP/PLK/
VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

23 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

003382/ SP2D/LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
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lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1007/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1007/SPP-LS/
VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 140/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-BKP/
PLK/VI1/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 40/CV-BKP/PLK/V1/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
06426/ SP2D /LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2160/SPM-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2160,
SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 36/CV-BKP/PLK/IX/2009 tanggal 29
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

228/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009 beserta Berital
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Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-BKP/PLK/
VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

25 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
01967/ SP2D /L.S/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0436/SPM-
LS/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0436/SPP-LS/V1/2009 tanggal 12 Juni
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembarj
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 19/CV-BKP/PLK/
V1/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 16/CV-BKP/PLK/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 64/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 10 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II.

26 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02666/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0796/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0796/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)

lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar]

82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 21/CV-AP/PLK/
V1/2009 tanggal 15 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 109/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 13 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 20/CV-AP/
PLK/V1/2009 tanggal 13 Juni 2009.

27 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02671/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0795/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0795/SPP-LS/VII/2009 tanggal 7
Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1
(satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 26/CV-KCM/
PLK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 110/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 15 Juni 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran
IL, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 25/CV-
KCM/PLK/V1/2009 tanggal 15 Juni 2009.

28 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05994/ SP2D /LS/2009 tanggal 20 Nopember 2009 berikut

lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
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Nomor : 2033/SPM-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2033
SPP-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 17 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 218/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 26
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran|
I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 37/CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 28 September]
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-KCM/PLK/
VIII/2009 tanggal 26 September 2009.

29 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06712/ SP2D /LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2261/SPM-LS/XI1/2009 tanggal 7 Desember 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2261/SPP-LS/
XI1/2009 tanggal 7 Desember 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 39/CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 29
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

229/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009 beserta Berital
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Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-KCM/PLK/
VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
05908/ SP2D /LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2015/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2015
SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 117/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 26
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran
I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 47/CV-SKM/PLK/IX/2009 tanggal 28 September
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-KCM/PLK/
VIII/2009 tanggal 26 September 2009.

31 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
01973/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0437/SPM-
LS/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0437/SPP-LS/V1I/2009 tanggal 12 Juni

2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
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lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 34/CV-SKM
PLK/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : 30 /CV-KCM/PLK/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63/PAN-
P2B-KT/2009 tanggal 10 Juni 2009 beserta Berita Acara
Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

32 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04357/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1422/SPM-LS/V1/2009 tanggal 14 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1422
SPP-LS/IX/2009 tanggal 14 September 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 14 September 2009,1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 44/CV-SKM/PLK/IX/2009 tanggal 1
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

33 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04225/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1343/SPM-LS/TX/2009 tanggal 9 September 2009, 1 (satu)

lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1343/SPP-LS/
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IX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal
9 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Barang
Nomor : 167/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 Agustus 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 40/CV-
SKM/PLK/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009, 1 (satu) lembar|
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-SKM/PLK/
VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang.

34 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
02729/ SP2D /L.S/2009 tanggal 14 Juli 2009 berikut lampirannya, 1
(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0810/SPM-
LS/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0810/SPP-LS/VII/2009 tanggal 10 Juli
2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 10 Juli 2009, 1 (satu) lembar]
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 81/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 30 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang

Pemeriksaan Barang Nomor : 81/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 30

5. Menetapkan supaya terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribua rupiah).
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5. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi
Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 11 Juni 2012 No. 09/
PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER
M. SEA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan;

3  Menghukum terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA, untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.280.100.131.- dengan ketentuan
apabila terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M. SEA, tidak dapat
membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam
hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun;

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam

Tahanan Kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
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5 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

01) 1 Map barang bukti berupa surat/ dokumen yang disita dari
Ketua Panitia lelang An. GIGIH BUDI SANTOSO yang berisi:
4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 602 / 03 / 1/ Sek / 2009
tanggal 03 Januari 2009 tentang Susunan Panitia pengadaan
barang dan jasa, Panitia lelang jasa konstruksi, Panitia lelang /
Pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas dan Panitia
pemeriksa barang dan jasa dan di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009;

1 1 (satu) lembar foto copy Harga

Perhitungan Sendiri (HPS) kegiatan
pengadaan meubelair sekolah yang
dibuat oleh Panitia peelangan
pengadaaan  barang dan jasa
dilingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi kalimantan Tengah Tahun|
2009 tanggal 05 Maret 2009 yang
ditandatangani GIGIH BUDI S;

2 1 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Excite Jaya
Group untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMK Negeri
— 1 Kuala Kapuas TA. 2009;

31 (satu) bendel Dokumen

Pascakualifikasi CV. Eka Cipta Jasa
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untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMK Negeri
— 1 Kuala Kapuas TA. 2009;

4 1 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Eka Karyal
Mandiri untuk pekerjaan pengadaan
meubelair ruang kelas SMA Negeri
— 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

5 1 (satu) bendel Dokumen
Pascakualifikasi CV. Excite Jaya
Group untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair ruang kelas SMA Negeri
— 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

6 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Budi Mulia
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 1 Kahayan Hilir TA. 2009;

7 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Budi Mulia untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.

2009;
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8 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Alam Rayal
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 1 Kahayan Hilir TA. 2009;

9 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Alam Raya untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.
2009;

10 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Budi Mulia
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas TA. 2009;

11 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Budi Mulia untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA.
20009;

12 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Tiga Theona

untuk pekerjaan pengadaan

91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas TA. 2009;

13 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Tiga Theona untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA.
2009;

14 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Putri Kasuma
Jaya untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 2 Muara Teweh TA. 2009;

15 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Putri Kasuma Jaya untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA.2009;

16 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Sarana Karya
Mandiri untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 2 Muara Teweh TA. 2009;

17 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
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CV. Sarana Karya Mandiri untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA. 2009;

18 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Tiga Theona
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh TA. 2009;

19 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Tiga Theona untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMK Negeri — 1 Muara Teweh TA.
2009;

20 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Bintang Karya|
Persada untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh TA. 2009;

21 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Bintang Karya Persada untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6

ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara
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Teweh TA. 2009;

22 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Putri Kasuma
Jaya untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 5 ruang kelas SMK
Negeri — 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

23 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Putri Kasuma Jaya untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 5
ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

24 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 5 ruang kelas SMK
Negeri — 3 Kuala Kapuas TA. 2009;

25 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Andhy Putra untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 5 ruang kelas
SMK Negeri — 3 Kuala Kapuas TA.
2009;

26 1 (satu) buku Dokumen

Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
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untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 3 Jekan Raya TA. 2009;

27 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Andhy Putra untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas
SMA Negeri — 3 Jekan Raya TA.
2009;

28 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Bintang Karya
Persada untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMA
Negeri — 3 Jekan Raya TA. 2009;

29 2 (dua) buku Dokumen Penawaran
CV. Bintang Karya Persada untuk
pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan
Raya TA. 2009;

30 1 (satu) buku Dokumen
Pascakualifikasi CV. Andhy Putra
untuk pekerjaan pengadaan
meubelair 6 ruang kelas SMK

Negeri — 1 Buntok TA. 2009;
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Kurl;%hf}&c'llitod&ngan rekanan CV.
SARANA KARYA MANDIRI
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.850.000,-.

4 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.B/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 2
Pahandut dengan rekanan CV.

BINTANG KARYA PERSADA|
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dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.850.000,-.

5 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.K/
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMA
Negeri — 2 Kuala Kapuas
dengan rekanan CV. ALAM
RAYA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

6 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/164.A/Dikmen
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 3
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. EKA CIPTA JASA dan

Nilai Kontrak Rp.
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149.820.000,-.

7 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.D/Dikmen,
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA|
Muhammadiyah Palangka Rayal
dengan rekanan CV.
PANENGA PERDANA dan|
Nilai Kontrak Rp.
148.812.000,-.

8 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.B/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas Madrasah Aliyah
Negeri Model P. Raya dengan|
rekanan CV. PANENGA

PERDANA dan Nilai Kontrak

99

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99



Direkdiori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 148.722.600,-.

9 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.0/Dikmen,
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas Madrasah Aliyah
Miftahul Jannah P. Raya dengan
rekanan CV. DUA PUTRA
BERSAUDARA dan Nilaj
Kontrak Rp. 74.916.000,-.

10 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.1/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1
Kahayan Hilir dengan rekanan
CV. TIGA THEONA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000.,-.

11 1 (satu) buah foto copy
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dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.J/Dikmen,
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1
Kuala Kurun dengan rekanan|
CV. TIGA THEONA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

12 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.L/Dikmen/
V72009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1
Sebangau dengan rekanan CV.
EKA KARYA MANDIRI dan|
Nilai Kontrak Rp. 74.925.000,-.

13 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)

Nomor : 421.2/1.077.N
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Muara Teweh
dengan rekanan CV. BUDI
MULIA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

14 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.0
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 2 Muara Teweh
dengan rekanan CV. KARYA
CIPTA MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000.,-.

15 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.B/Dikmen/

V/2009, tanggal 02 Mei 2009,

102

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK GKE
MandoMei dengan rekanan CV.
ANDHY PUTRA dan Nilai
Kontrak Rp. 74.754.000,-.

16 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1073.A/Dikmen
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. EKA KARYA MANDIRI
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.805.000,-.

17 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.C/Dikmen/|
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler

ruang kelas SMK Negeri — 2
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Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. KARYA CIPTA MULIA
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
99.656.000,-.

18 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.L/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 3
Kuala Kapuas dengan rekanan
CV. KARYA CIPTA MULIA
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
124.850.000,-.

19 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.D/Dikmen
VII/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Kristen Kuala

Kapuas dengan rekanan CV.
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SARANA KARYA MANDIRI
dan  Nilai  Kontrak  Rp.
74.865.000,-.

20 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.077.M
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Buntok dengan
rekanan CV. BINTANG
KARYA PERSADA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000.,-.

21 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.D
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK
Negeri — 1 Sampit dengan

rekanan CV. ALAM RAYA dan
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Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

22 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.C/Dikmen/
VII/2009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 2
Sampit dengan rekanan CV.
BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

23 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1.777.A
Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan
Meubeler ruang kelas SMK|
Negeri — 1 Pangkalan Bun
dengan rekanan CV. SARANA|
KARYA MANDIRI dan Nilai

Kontrak Rp. 149.850.000,-.
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24 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.I/Dikmen/|
VII/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK GKE
Tumbang  Lahang  dengan
rekanan CV. BINTANG
KARYA PERSADA dan Nilai
Kontrak Rp. 99.796.000,-.

25 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 421.2/1164.C/Dikmen/
V1172009, tanggal 03 Juli 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 4
Palangka Raya dengan rekanan|
CV. PANENGA UTAMA dan
Nilai Kontrak Rp.
148.851.600,-.

26 1 (satu) buah foto copy
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dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.M/Dikmen,
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Karsa Mulia
dengan rekanan CV. EKA
CIPTA JASA dan Nilai Kontrak|
Rp. 99.880.000,-.

27 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.F/Dikmen
V72009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Kertapati
Danau  Sembuluh  Seruyan
dengan rekanan CV. SULUH
BUDI dan Nilai Kontrak Rp.
49.950.000,-.

28 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian|

Pemborongan (kontrak)
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Nomor : 800/801.J/Dikmen,
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Bulik dengan rekanan CV.
BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 74.712.000,-.

29 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian
Pemborongan (kontrak)
Nomor : 800/801.L/Dikmen/
V/2009, tanggal 02 Mei 2009,
pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1
Kuala Kurun dengan rekanan
CV. KARYA CIPTA MULIA
dan  Nilai = Kontrak  Rp.
74.754.000,-.

30 1 (satu) buah foto copy
dokumen  Surat  Perjanjian

Pemborongan (kontrak)
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03) |1 Map barang bukti surat / dokumen yang disita dari Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng an. LILLY LINDA , berupa :

1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04159/ SP2D
/L.S/2009 tanggal 11 September 2009 berikut lampirannya, 1 (satu) lembar
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1316/SPM-LS/IX/2009 tanggal 8
September 2009, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor: 1316/SPP-LS/IX/2009 tanggal 8 September 2009 berikut Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7
September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
022/CV-PP/Pky/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 beserta lampiran Berita

Acara Serah Terima Barang, 1 lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 023/CV-PP/Pky/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 157/PAN-P2B-KT/
1X/2009 tanggal 4 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran II dan Lampiran III.
1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04879/ SP2D /LS/2009 tanggal 13 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1639/SPM-LS/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1639 / SPP-
LS/X/72009 tanggal 9 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 9 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 018.a/CV-PP/VIIII/Pky/2009 tanggal 30
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020
CV-PP/IX/Pky/2009 tanggal 30 September 2009, 1 (satu) lembar|

Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 186/PAN-P2B-KT

I1X/2009 tanggal 30 September 2009 beserta Berita Acara
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Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.

2 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05303/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1733/SPM-LS/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1733 / SPP-
LS/X/72009 tanggal 17 Oktober 2009 berikut Rincian Rencanal
Penggunaan dan kegiatan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 016.A/BA-ST/CV-PU
VIIII/Pky/2009 tanggal 30 September 2009 beserta lampiran|
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara|
Penyerahan Barang Nomor : 17/CV-PU/IX/Pky/2009 tanggal 30
September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 186/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 30
September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran II dan Lampiran III.

3 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04143/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1295/SPM-LS/X/2009 tanggal 7 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :

1295 / SPP-LS/X/2009 tanggal 7 September 2009 berikut
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Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar|
Kwitansi pembayaran tanggal 7 September 2009, 1 (satu) lembar
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 78/CV-ECIJ/Plk/
IX/2009 tanggal 7 September 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 75/CV-ECJ/PIk/IX/2009 tanggal 2 September
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
160/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.
4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02320/ SP2D /LS/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 0591/SPM-LS/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0591/SPP-
LS/V1/2009 tanggal 18 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 62/CV-ECJ/P1k/2009 tanggal 12 Juni 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 76/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 19 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Serah

Terima Barang Nomor : 61/CV-EKM/PIk/2009 tanggal 11 Juni
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20009.

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02321/ SP2D /LS/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 0592/SPP-LS/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009
berikut Kegiatan dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu)
lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 65/CV-
EKM//P1k/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran Berita
Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 77/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 19
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara serah Terima
Barang Nomor : 57/CV-EKM/plk/2009 tanggal 11 Juni 2009.

6 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02668/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0805
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0805/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

21/CV-BM/SPT/VI1/2009 tanggal 18 Juni 2009 beserta lampiran|
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Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 20/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal 17
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 111/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 17 Juni 2009 besertal
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

7 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05308/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1820/SPM-LS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1820/SPP-
LS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 26 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Serah Terima Barang Nomor : 29/CV-BM/SPT/IX/2009
tanggal 26 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 37/CV-BM/SPT/VIII/2009 tanggal 24 September 2009,
1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 197
PAN-P2B-KT/2009 tanggal 23 September 2009 beserta Berita
Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

8 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02669/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,

1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0801
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SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0801/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanal
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
19/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta lampiran|
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berital
Acara Penyerahan Barang Nomor : 18/CV-BM/SPT/V1/2009
tanggal 20 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 112/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 20 Juni 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan
Lampiran II.

9 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06425/ SP2D /LS/2009 tanggal 08 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2159/SPM-LS/XII/2009 tanggal 10 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 2159
SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV-BM/SPT/IX/ 20
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima

Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor|
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: 230/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1
(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-
BM/SPT/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04226/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1341/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1341
SPP-LS/1X/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 169/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 28 Agustus 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Penyerahan Barang Nomor : 30/CV-AR/SPT/VIII/2009 tanggal
29 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 31/CV-AR/SPT/IX/2009 tanggal 2 September|
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

11 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02672/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0798

SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
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Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0798/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
31/CV-AR/SPT/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 30/CV-AR/SPT/V1/2009 tanggal 22
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 113/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03381/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1006/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1006
SPP-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 142/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 27 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : /CV-SB/SPT/VI/2009 tanggal 27

Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
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Nomor : 31/CV-SB/SPT/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

13 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03380/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1005/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1005
SPP-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 141/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : /CV-AS/SPT/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-
AS/SPT/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita
Acara Serah Terima Barang.

14 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06097/ SP2D /LS/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2063/SPM-LS/X1/2009 tanggal 20 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 2063

SPP-LS/X1/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut Kegiatan
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dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 20 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 219/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berital
Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-TT/SPT/VIII/2009
tanggal 26 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 48/CV-AS/SPT/IX/2009 tanggal 28
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang.

15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05558/ SP2D /LS/2009 tanggal 05 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1935/SPM-LS/X1/2009 tanggal 4 Nopember 2009, 1
(satu) lembar (SPP) Nomor : 1935 /SPP-LS / XI /2009 tanggal
4 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 04
Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terimal
Barang Nomor : 29/CV-AS/SPT/IX/2009 tanggal 25 September|
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1
(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 212
PAN-P2B-KT/2009 tanggal 24 September 2009 beserta Berita

Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu)
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lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-TT/SPT/
VIII/2009 tanggal 24 september 2009.

16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05271/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1813/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1813/SPP-
LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV-AR/SPT/IX/2009
tanggal 19 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-AR/SPT/VIII/2009 tanggal 16 september 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 198
PAN-P2B-KT/2009 tanggal 18 September 2009 beserta Berital
Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02667/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0802
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0802/SPP-LS/V1/2009

tanggal 7 Juli 2009 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
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Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
41/CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara|
Pemeriksaan Barang Nomor : 115/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27
juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : 40/CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni
2009.

18 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02670/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0797
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0797/SPP-LS/VI1/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanal
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
41/CV-KCM/PLK/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar|
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 24/CV-KCM/PLK/
VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 114/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27

juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
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dan Lampiran II.

19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05304/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1814/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1814/SPP-
LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 34/CV-KCM/PLK/IX/2009
tanggal 19 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 199/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 18 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan
Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 18 September 2009.

20 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04144/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1296/SPM-LS/IX/2009 tanggal 7 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1296,
SPP-LS/1X/2009 tanggal 7 September 2009 berikut Kegiatan dan,

Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
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pembayaran tanggal 7 September 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 85/CV-EKM/PIk/IX/2009
tanggal 7 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 159/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 7 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan
Lampiran III, 1 (satu) lembar  Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.
21 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04229/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1342/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1342
SPP-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 168/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 27 Agustus 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara|
Penyerahan Barang Nomor : 24 /CV-BKP/PLK/VIII/2009
tanggal 27 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Nomor : 25/CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 27

Agustus 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
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Barang.

22 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05907/ SP2D /LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2016/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2016,
SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 116/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 38/CV-BKP/PLK/IX/2009 tanggal
28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

23 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
003382/ SP2D/LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1007/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1007
SPP-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan

Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
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pembayaran tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 140/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 27 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : /CV-BKP/PLK/VI/2009 tanggal 27
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 40/CV-BKP/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 besertal
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06426/ SP2D /LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2160/SPM-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2160,
SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/CV-BKP/PLK/IX/2009
tanggal 29 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 228/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan
Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang

Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.
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25 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01967/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 0436/SPM-LS/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0436/SPP-
LS/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima|
Barang Nomor : 19/CV-BKP/PLK/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 16/CV-BKP/
PLK/V1/2009 tanggal 2 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 64/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 10
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II.

26 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02666/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0796,
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0796/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli

2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
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21/CV-AP/PLK/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 109/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 13
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan
Barang Nomor : 20/CV-AP/PLK/V1/2009 tanggal 13 Juni 2009.

27 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02671/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0795
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0795/SPP-LS/
VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 26/CV-KCM/PLK/V1/2009 tanggal 16 Juni 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 110/PAN-
P2B-KT/2009 tanggal 15 Juni 2009 beserta Berita Acara
Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 25/CV-KCM/PLK/
V1/2009 tanggal 15 Juni 2009.

28 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

05994/ SP2D /LS/2009 tanggal 20 Nopember 2009 berikut
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lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2033/SPM-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2033
SPP-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 17 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 218/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 37/CV-KCM/PLK/IX/2009
tanggal 28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 26 September 2009.
29 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06712/ SP2D /LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2261/SPM-LS/XI1/2009 tanggal 7 Desember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 2261
SPP-LS/X11/2009 tanggal 7 Desember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 39/CV-KCM/PLK/I1X/2009

tanggal 29 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
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Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 229/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan
Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.
30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05908/ SP2D /LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2015/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 2015
SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 117/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor : 47/CV-SKM/PLK/IX/2009
tanggal 28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 26 September 2009.
31 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01973/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut

lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
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Nomor : 0437/SPM-LS/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0437/SPP-
LS/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima|
Barang Nomor : 34/CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 30 /CV-KCM/
PLK/V1/2009 tanggal 8 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Pemeriksaan Barang Nomor : 63/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 10
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II.

32 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04357/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1422/SPM-LS/V1/2009 tanggal 14 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1422
SPP-LS/IX/2009 tanggal 14 September 2009 berikut Kegiatan
dan Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 14 September 2009,1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/CV-SKM/PLK/IX/2009
tanggal 1 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang

Nomor : /CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
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33 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04225/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1343/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1343
SPP-LS/1X/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi

pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berital

Seluruhnya dijadikan sebagai barang bukti dan diputuskan dalam
perkara lain an. GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY ;
7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

6. Akta permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh BASO RASYID,
SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
tertanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Akta/Pid.Sus /TIPIKOR/2012/PN.PL.R.,
menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Juni
2012 Nomor : 09 /Pid.Sus / TIPIKOR / 2012 / PN.PL.R.;

7. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juni

2012 Nomor : 03/Akta. Pid.Sus /TIPIKOR/2012/PN.PLR. ;
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8. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh BASO
RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya tertanggal 14 Juni 2012 Nomor : 03/Akta/Pid.Sus /TIPIKOR/2012/
PN.PL.R., menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 09/ Pid.Sus / TIPIKOR /2012 /PN.PL.R.;

9. Akta Pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tanggal 19 Juni 2012

Nomor : 03/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R.

10. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BASO
RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya tanggal 10 Juli 2012 Nomor : W16.U1/892/HK.01/TIPIKOR/
VII/2012 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni

2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

Negeri Palangka Raya tertanggal 23 Juli 2012 , dan telah diberitahukan kepada

Terdakwa tertanggal 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tertanggal 31 Juli 202 yang
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya tertanggal 31 Juli 2012 , dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

tertanggal 01 Agustus 2012 ;
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Menimbang, bahwa Terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea dan Jaksa
Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat — syarat
sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian
permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum

Terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea tidak memuat hal-hal yang baru untuk

dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
pada pokoknya berisi tentang keberatan atas tidak diterapkannya pasal 2 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun tentang
Perubahan atas 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada
Terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea, besarnya kerugian negara yang
ditetapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
dan besarnya uang pengganti kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa
Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan
mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang akan diuraikan lebih
lanjut setelah Majelis Hakim banding mempertimbangkan pertimbangan putusan

Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya No.09/
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Pid.Sus/TIPIKOR//2012/PN.PL.R. tanggal 11 Juni 2012 yang dimintakan banding
tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari
dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 11
Juni 2012 Nomor 09/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding
tersebut, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat - surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat bukti
serta keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta —
fakta hukum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea adalah Direktur CV.Sarana
Karya Mandiri yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa yang berpusat di
Palangka Raya yang mengikuti proses pengadaan Meubeler untuk SMA dan SMK di
14 Kabupaten dan 1 kota yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi
Kalimantan Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 4.250.000.000,- untuk 35 paket
pekerjaan dengan Ketua panitia Sdr. GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY.

Kedua :

Bahwa proses pelaksanaan lelang pengadaan meubeler untuk sekolah SMA dan SMK

se Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 dilaksanakan secara
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formalitas saja atau tidak dilaksanakan menurut ketentuan Kepres Nomor 80 tahun

2003 antara lain :

e Penyusunan HPS hanya dilakukan oleh Ketua panitia Lelang tanpa melakukan
survey harga pasar dan hanya mencontoh HPS pengadaan tahun 2008 dan
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh saksi Gigih
Budi Setiawan Bin Matheus Sandy selaku Ketua P2BJ yaitu sebesar Rp.
24.324.000,-/ruang maka terdapat kemahalan harga Pengadaan meubeler untuk
1 (satu) ruangan senilai Rp. 13.324.000,- (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh
empat ribu rupiah);

e Adal (satu) rekanan yang mengikuti pelelangan lebih dari satu paket untuk
kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK serta telah diatur
pemenangnya yaitu Sdr.Ether Mei Lahing,Sdr.Ahia Novie bersama-sama
dengan Sdr. Bermensius Yuliandrie Bin Puruk A Menggang (Alm) ,Sdr.Yuliani

A Oemar Binti Yudha Lampe.

¢ Semua dokumen dibuat oleh Ketua panitia Sdr. GIGIH BUDI SETIAWAN Bin

MATHEUS SANDY dan anggota panitia lain hanya tinggal tandatangan saja.

Ketiga :

Bahwa terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea juga ada memasukkan harga

penawaran untuk perusahaan terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea yakni

CV.Sarana Karya Mandiri, dan perusahaan-perusahaan yang dipinjamnya antara lain
CV. Bintang Karya Persada Pusat, CV.Karya Cipta Mulya, CV. Alam Raya, CV.

Budi Mulia, CV.Andi Putra, CV.Anugerah Sakti, CV. Suluh Budi, CV.Theona dengan
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mengurangi sedikit harga pagu yang ditawarkan oleh Panitia untuk 1 (satu) ruangan
dan terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea juga ada mengurus proses
administrasi lelang dan pelaksanaan pekerjaan 9 (sembilan) perusahaan lainnya milik
saudara dan teman-teman terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea, sehingga
terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea memperoleh 27 paket pekerjaan
dalam proyek pengadaan meubeler SMA dan SMK se Kabupaten/Kota Propinsi
Kalimantan Tengah tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi

Kalimantan Tengah. Adapun perusahaan keluarga dan teman-teman terdakwa Ether

Mei Lahing Bin Diter M.Sea yang diurus sekaligus melaksanakan pekerjaannya.

Ke empat :

Bahwa perusahaan terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea dan perusahaan
yang dipinjam terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea, belum memiliki
keahlian untuk pembuatan meubeler, sehingga dalam pengadaan meubeler ini terdakwa
Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea memesan/membeli meubeler milik saksi Husni
di Jalan Tjilik Riwut Km.4 Palangka Raya, Milik Rahmat di Jalan Beliang Palangka
Raya dan juga memesannya di H.Jani Amuntai Kalimantan Selatan, dan tempat-

tempat lainnya yang lebih dekat dengan sekolah penerima meubeler itu sehingga
terpenuhi pengadaan meubeler untuk 27 paket tersebut dengan harga borongan untuk 1
ruangan berkisar antara Rp. 8.650.000,- sampai dengan Rp. 9.850.000,- di tambah
dengan biaya angkut lebih kurang antara Rp. 1.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- untuk

satu kali angkut. Untuk 6 ruangan pengakutannya dilakukan 2 kali dengan truk.

Ke Lima
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Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPKP, BPKP menemukan bahwa
terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan
jasa berupa pengadaan meubeler untuk SMA dan SMK se Kabupaten/Kota Kalimantan
Tengah tahun 2009 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
dan berdasarkan audit yang dilakukan BPKP dalam kasus ini Negara dirugikan Rp.
1.566.000.146,- (Satu Milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh

enam rupiah);

Ke Enam :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustini Lahing selaku Direktur CV.Bintang
Karya Persada, Saksi Ariyanto selaku Direktur CV. Karya Cipta Mulia, Saksi Hany
Dau selaku Direktur Andhi Putra, Saksi Ahyar Supriyadi selaku Direktur CV. Budi
Mulia, Saksi Aria Gagah selaku Direktur CV. Alam Raya, Lily Linda Binti Saider
selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah,
saksi Drs. Askari,M.Si bin Usri selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan
Propinsi Kalimantan Tengah serta keterangan terdakwa Ether Mei Lahing Bin Diter
M.Sea sendiri, bahwa untuk pengurusan pencairan keuangannya semua terdakwa yang
mengurusnya, tapi dana itu masuk ke rekening masing-masing perusahaan yang
dipinjam terdakwa, kemudian untuk pencairannya dilakukan anak buah terdakwa

Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea setelah mendapat cek dari masing-masing
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direktur perusahaan yang terdakwa pinjam, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa

Ether Mei Lahing Bin Diter M.Sea;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa
bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum
dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka
persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun tentang Perubahan atas
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke- 1 KUHP; - -------

Subsidair: Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;- - ------

Menimbang, bahwa menurut TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
setelah mencermati dakwaan tersebut berpendapat bahwa Pasal — Pasal yang
didakwakan adalah Pasal - Pasal yang perbuatannya adalah berdiri sendiri, sedangkan
dakwaan disusun secara subsidaritas maka Pengadilan Negeri berpendapat dakwaan
tersebut harus dipandang sebagai suatu dakwaan yang bersifat alternatif oleh karenanya

dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana
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dalam dakwaan subsidair, maka Pengadilan Negeri memilih dakwaan subsidair yang
dipertimbangkan untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tidak dapat menerima pendapat dan uraian
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang
memandang bentuk surat dakwaan tersebut diatas sebagai Dakwaan Alternatif, dengan
pertimbangan KUHAP memang tidak mengatur bentuk -bentuk surat dakwaan tetapi
muncul untuk kepentingan praktek dalam pengajuan perkara untuk diadili, sehingga
mengenai Dakwaan Subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai Dakwaan Alternatif,
karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kewenangan kita untuk
mempertimbangkan secara alternatif karena dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga
menjadi kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan priMeir terlebih dahulu
dan apabila tidak terbukti maka barulah mempertimbangkan dakwaan selebihnya ; - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi dalam
mengadili perkara a quo akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dan oleh
karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas , maka terlebih dahulu
dipertimbangkan tentang dakwaan PriMeir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1| KUHP yang unsur -
unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap orang
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2 Secara Melawan Hukum
3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi
4 Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
5 Secara bersama-sama
Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)
tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat
melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan
sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa walaupun kata “setiap orang” pada awal kalimat
unsur dakwaan priMeir dalam perkara a quo menurut Pengadilan Tinggi bukan
merupakan unsur delik, namun hal ini perlu di lakukan penegasan dalam
pertimbangan putusan untuk memastikan apakah benar Terdakwa adalah orang
yang benar - benar didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak akan terjadi
salah orang ( error in persona) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat
diartikan menunjuk adanya orang atau manusia , dalam ilmu hukum diartikan
sebagai Natuurlijk Persoon merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak
atas hak- hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu
kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata
identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah

kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi - saksi dalam perkara a quo, bahwa
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benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam
perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2
ayat (1) dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada
dakwaan PriMeir adalah benar - benar Terdakwa bernama ETHER MEI
LAHING Bin DITER M SEA yang mampu membedakan antara perbuatan yang
baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya
perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum, sehat jasmani dan
rohani dapat dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang
dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Secara Melawan Hukum dalam hal
ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun
hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya
suatu perbuatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli
2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun
1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai
penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur melawan
hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan
asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat *, tetapi Putusan MK

tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus
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perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2
UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur Penuntut Umum lebih
dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang
terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil juga
ditegaskan didalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang menerangkan : Dalam Undang- Undang ini, tindak pidana korupsi di
rumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting
untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-
Undang ini maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara,
pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindak pidana
korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur — unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan
dengan timbulnya akibat, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah
delik dianggap telah selesai dengan di lakukannya tindakan yang di larang dan
diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M
SEA didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan
GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY.

Menimbang bahwa perkara GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY sudah terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY (Terdakwa dengan berkas tersendiri) adalah sebagai Pegawai negeri
Sipil di Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang bertindak selaku
Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan meubeler tingkat SMA dan SMK di 14
kabupaten dan 1 kota di propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 05/Pid.Sus/
TIPIKOR/2012/PT.PR. Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS
SANDY yang merupakan perkara pokok telah dinyatakan bersalah melakukan
Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena melanggar
Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sehingga kepada Terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M SEA harus dibuktikan dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang oleh karena Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER
M SEA juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yaitu secara
bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan Terdakwa
GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY, maka untuk selanjutnya
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa
ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA terbukti sebagai orang yang turut
serta melakukan (medepleger) dimana pelaku (dader) adalah mempunyai status
sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin

MATHEUS SANDY sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahannya atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa
ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA selaku direktur CV Sarana Karya
Mandiri adalah sebagai rekanan dalam proyek pengadaan Meubeler untuk SMA
dan SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan
Tengah dengan Ketua panitia Lelang adalah GIGIH BUDI SETIAWAN Bin
MATHEUS SANDY (yang sudah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pelaksanaan
proyek pengadaan Meubeler tersebut hanya bersifat formalitas saja atau tidak
dilaksanakan menurut ketentuan Keppres 80 tahun 2003 dan ketentuan-
ketentuan perubahannya termasuk pemenang sudah ditentukan terlebih dahulu
yaitu Sdr.Ether Mei Lahing (Terdakwa),Sdr.Ahia Novie bersama-sama dengan
Sdr. Bermensius Yuliandrie Bin Puruk A Menggang (Alm) ,Sdr.Yuliani A
Oemar Binti Yudha Lampe dan adanya satu rekanan yang mengikuti lebih dari
satu paket pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa
ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA memperoleh 27 paket pekerjaan
baik melalui perusahaannya sendiri maupun perusahaan saudara dan atau
perusahaan temannya yang di pinjam oleh Terdakwa ETHER MEI LAHING

Bin DITER M SEA.
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Menimbang bahwa untuk selanjutnya dengan mengingat ketentuan pasal

55 ayat (1) ke -1 KUHP maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

sudah tidak perlu lagi menguraikan unsur melawan hukum maupun unsur yang

lain dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan langsung akan mempertimbangkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah terbukti dilakukan oleh

Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan
Tengah akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu
Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke- 1 KUHP yang unsur — unsurnya sebagai berikut :

1 setiap orang
2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan;
4 Dapat Merugikan Keuangan Negara;
5 Secara bersama-sama
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa semua unsur dalam

dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) (2)Undang- Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo . Pasal 55 ayat (1) ke- 1) KUHP telah terpenuhi semua, oleh karenanya
Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA;”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima uraian pertimbangan
hukum SUBSIDAIR tersebut kecuali mengenai besarnya kerugian negara dan lamanya
pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga majelis hakim Pengadilan
Tinggi memberikan pertimbangan lebih lanjut yaitu;

Menimbang bahwa majelis hakim Tingkat Pertama berpendapat nilai kerugian
Negara sebesar Rp. 1.566.000.146,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta
seratus empat puluh enam rupiah) masih harus dikurangi dengan biaya ongkos kirim
sebanyak 27 paket atau sebanyak 118 ruangan sebesar Rp. 60.000.000,- dan dikurangi
lagi dengan keuntungan yang lazim sebesar 15 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.
225.900.015,- sehingga total keuntungan atas pekerjaan ini sebesar Rp. 1.280.100.131,-
sehingga kerugian Negara yang harus diganti oleh Terdakwa adalah sebesar
Rp.1.280.100.131,-.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
pertimbangan tersebut karena perhitungan biaya ongkos kirim sebanyak 27 paket atau
sebanyak 118 ruangan sebesar Rp. 60.000.000,- tanpa disertai dengan alat bukti baik
berupa keterangan saksi maupun alat bukti lain.

Menimbang bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP perhitungan

harga meubeler tersebut sudah termasuk ongkos kirimnya dari tempat produsen
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meubeler ke sekolah yang memperoleh paket meubeler tersebut dan juga termasuk
keuntungan rekanan.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Kalimantan Selatan adalah sudah
tepat, sehingga kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.
1.566.000.146,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh
enam rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan
Negara sebesar Rp. 1.566.000.146,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta
seratus empat puluh enam rupiah) maka berdasarkan pasal 18 Undang- Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara dan jika dalam
jangka waktu (1) satu bulan Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti maka
Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta benda milik Terdakwa untuk dilelang guna
membayar uang pengganti kerugian Negara.

Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi menjadi perhatian dan disorot oleh
masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus membuat jera pelaku tindak pidana
korupsi dan menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana
korupsi.

Menimbang bahwa selain itu tindak pidana Korupsi sangat merugikan

masyarakat luas oleh karena dana yang dikorupsi oleh Terdakwa mestinya bisa
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dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, mengentaskan kemiskinan
dan kepentingan umum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang ditetapkan oleh
Majelis hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis
Hakim Banding berpendapat untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Banding akan memenuhi tujuan pemidanaan
yang bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding
yang pokoknya menyatakan bahwa terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
berpendapat bahwa oleh karena perkara pokoknya yang dilakukan oleh Terdakwa
GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY telah terbukti melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap terdakwa ETHER MEI
LAHING Bin DITER M.SEA harus diterapkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke —1 KUHP yang
juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat
dengan Pengadilan Negeri, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diri
Terdakwa yaitu di lakukan secara bersama- sama, karena telah terbukti dipersidangan
perbuatan Terdakwa di lakukan bersama- sama dengan saksi Gigih Budi setiawan, Sdr.
Ahia Novie bersama —sama dengan Sdr.Bermensius ,Sdr. Yuliani A Oemar Binti
Yudha Lampe (dalam perkara yang sama tetapi berkas perkara terpisah), sehingga
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan Pengadilan
Tinggi untuk memutus dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal — hal yang dapat melepaskan
Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun
alasan pemaaf , maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut
dan harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim
tingkat pertama tentang hal - hal yang memberatkan dan meringankan , serta dengan
tambahan pertimbangan oleh Majelis hakim tingkat banding sebagaimana telah
diuraikan di atas , maka Majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana
kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair Penuntut
Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 11 Juni 2012 Nomor 09/Pid.Sus/
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TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan
lagi dan harus dibatalkan, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri
perkara ini, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawabh ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP oleh karena dalam
pemeriksaan tingkat banding ini terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan Kkota,
Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan
penahanan kota terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2 ) angka 4 KUHAP selama
terdakwa di tangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana,
maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan
sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal 197
ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENGADILI:
e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
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e Membatalkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Palangka

Raya tanggal 11 Juni 2012 Nomor 09/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang

dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1 Menyatakan Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan primair ;

2 Membebaskan Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA dari
dakwaan primair ;

3 Menyatakan Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA 7 ;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana
kurungan selama 6 ( enam ) bulan;

5 Menghukum Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M SEA untuk
membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 1.566.000.146,- (satu
milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam rupiah)
dengan ketentuan apabila Terdakwa ETHER MEI LAHING Bin DITER M

SEA tidak dapat membayar uang pengganti kerugian Negara tersebut selama 1
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(satu ) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta
benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang
pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian Negara tersebut maka
diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8 Menetapkan agar barang bukti berupa :

01) 1 Map barang bukti berupa surat / dokumen yang disita dari Ketua Panitia
lelang An. GIGIH BUDI SANTOSO yang berisi:
4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 602 /03 /1/ Sek /2009 tanggal 03 Januari 2009
tentang Susunan Panitia pengadaan barang dan jasa, Panitia lelang jasa
konstruksi, Panitia lelang / Pengadaan jasa konsultan perencana dan pengawas
dan Panitia pemeriksa barang dan jasa dan di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009;

38 1 (satu) lembar foto copy Harga Perhitungan

Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan meubelair|
sekolah yang dibuat oleh Panitia peelangan
pengadaaan barang dan jasa dilingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi kalimantan Tengah Tahun|
2009 tanggal 05 Maret 2009 yang
ditandatangani GIGIH BUDI S;

39 1 (satu) bendel Dokumen Pascakualifikasi CV.
Excite Jaya Group untuk pekerjaan pengadaan|

meubelair ruang kelas SMK Negeri — 1 Kuala
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Kapuas TA. 2009;

40 1 (satu) bendel Dokumen Pascakualifikasi CV.
Eka Cipta Jasa untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair ruang kelas SMK Negeri — 1 Kuala
Kapuas TA. 2009;

41 1 (satu) bendel Dokumen Pascakualifikasi CV.
Eka Karya Mandiri untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair ruang kelas SMA Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

42 1 (satu) bendel Dokumen Pascakualifikasi CV.
Excite Jaya Group untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair ruang kelas SMA Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

43 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Budi Mulia untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 1
Kahayan Hilir TA. 2009;

44 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Budi
Mulia untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.
2009;

45 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Alam Raya wuntuk pekerjaan pengadaan|

meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 1
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Kahayan Hilir TA. 2009;

46 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Alam|
Raya untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir TA.
2009;

47 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Budi Mulia untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 2 Kuala
Kapuas TA. 2009;

48 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Budi
Mulia untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA|
2009;

49 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Tiga Theona untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 2 Kualaj
Kapuas TA. 2009;

50 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Tiga
Theona untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas TA.
2009;

51 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Putri Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|

meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
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Teweh TA. 2009;

52 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Putri
Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA. 2009;

53 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Sarana Karya Mandiri untuk pekerjaan|
pengadaan meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri
— 2 Muara Teweh TA. 2009;

54 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Sarana|
Karya Mandiri untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara
Teweh TA. 2009;

55 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Tiga Theona untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara
Teweh TA. 2009;

56 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Tiga
Theona untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara Teweh TA.
2009;

57 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Bintang Karya Persada untuk pekerjaan

pengadaan meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri
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— 1 Muara Teweh TA. 2009;

58 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Bintang
Karya Persada untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara
Teweh TA. 2009;

59 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Putri Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 5 ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

60 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Putri
Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 5 ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala
Kapuas TA. 2009;

61 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Andhy Putra untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 5 ruang kelas SMK Negeri — 3 Kualaj
Kapuas TA. 2009;

62 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Andhy
Putra untuk pekerjaan pengadaan meubelair 5
ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala Kapuas TA.
2009;

63 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Andhy Putra untuk pekerjaan pengadaan|

meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan
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Raya TA. 2009;

64 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Andhy|
Putra untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan Raya TA.
2009;

65 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Bintang Karya Persada untuk pekerjaan
pengadaan meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri
— 3 Jekan Raya TA. 2009;

66 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Bintang
Karya Persada untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan|
Raya TA. 2009;

67 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Andhy Putra untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 1
Buntok TA. 2009;

68 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Andhy|
Putra untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6
ruang kelas SMK Negeri — 1 Buntok TA. 2009;

69 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Putri Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 1

Buntok TA. 2009;
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70 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Putri
Kasuma Jaya untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMK Negeri — 1
Buntok TA. 2009;

71 1 (satu) buku Dokumen Pascakualifikasi CV.
Budi Mulia untuk pekerjaan pengadaan|
meubelair 6 ruang kelas SMA Negeri — 1 Kuala
Kurun TA. 2009;

72 2 (dua) buku Dokumen Penawaran CV. Budi
Mulia untuk pekerjaan pengadaan meubelair 6

ruang kelas SMA Negeri — 1 Kuala Kurun TA.,

02) 1 Map barang bukti surat / d3d¥en yang disita dari Pejabat Pelaksana
Tekhnis Kegiatan (PPTK) an. TERASTO, S.Pd , berupa :

1 (satu) buah foto copy dokumer §\¥at ?‘éﬁ'ﬁnjféﬂ(mof@ﬁgﬁﬁuﬁ&&m) V.
Nomor : 421.2/1.077.F/Dikmen/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, pekerjaan

pengadaan Meubeler ruang kePAEMIA I&@é@ﬁ - WlRa}]ﬁl gaﬁ’qléﬁgﬁg‘ﬁ
CV. SARANA KARYA MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-. |
Rengadaan M palaiF R uRE kel Nesed

-1 M&%M Lﬁe%o?&?&n (kontrak) Nomor :

74 2 (dysy Spky7R ok RoRATIat G o2aiang

Karygyi Moirperaiain Rkt PRRERSER

meybiglir ReangiA2 NN Negererah KA

Kurgn By 2%%nan CV. BINTANG KARYA

PERSADA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

39 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
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Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.H/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 3 Jekan Raya
dengan rekanan CV. KARYA CIPTA
MULIA  dan  Nilai  Kontrak  Rp.
149.850.000,-.

40 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.777 E/Dikmen/VI1/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 1 Pahandut
dengan rekanan CV. SARANA KARYA
MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

41 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.777.B/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 2 Pahandut
dengan rekanan CV. BINTANG KARYA|
PERSADA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

42 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
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Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.K/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 2 Kuala Kapuas|
dengan rekanan CV. ALAM RAYA dan|
Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-.

43 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/164.A/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMA Negeri — 3 Kuala Kapuas|
dengan rekanan CV. EKA CIPTA JASA dan
Nilai Kontrak Rp. 149.820.000,-.

44 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1164.D/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMA Muhammadiyah Palangka|
Raya dengan rekanan CV. PANENGA
PERDANA dan Nilai Kontrak Rp.
148.812.000,-.

45 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :

421.2/1164.B/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
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Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri Model
P. Raya dengan rekanan CV. PANENGA
PERDANA dan Nilai Kontrak Rp.
148.722.600,.

46 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.0/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas Madrasah Aliyah Miftahul Jannah P.
Raya dengan rekanan CV. DUA PUTRA
BERSAUDARA dan Nilai  Kontrak
Rp. 74.916.000,-.

47 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.1/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMA Negeri — 1 Kahayan Hilir|
dengan rekanan CV. TIGA THEONA dan|
Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-.

48 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.J/Dikmen/VII/2009, tanggal 03

Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
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ruang kelas SMA Negeri — 1 Kuala Kurun|
dengan rekanan CV. TIGA THEONA dan|
Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-.

49 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.L/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMA Negeri — 1 Sebangau dengan
rekanan CV. EKA KARYA MANDIRI dan
Nilai Kontrak Rp. 74.925.000,-.

50 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.N/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1 Muara Teweh
dengan rekanan CV. BUDI MULIA dan
Nilai Kontrak Rp. 149.850.000,-.

51 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.0/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMK Negeri — 2 Muara Teweh
dengan rekanan CV. KARYA CIPTA|

MULIA dan Nilai  Kontrak  Rp.
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149.850.000,-.

52 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.B/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK GKE MandoMei dengan rekanan|
CV. ANDHY PUTRA dan Nilai Kontrak
Rp. 74.754.000,-.

53 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1073.A/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1 Kuala Kapuasg
dengan rekanan CV. EKA KARYA
MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp.
149.805.000,-.

54 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.C/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Negeri — 2 Kuala Kapuas dengan|
rekanan CV. KARYA CIPTA MULIA dan|
Nilai Kontrak Rp. 99.656.000,-.

55 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
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Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.L/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 3 Kuala Kapuas|
dengan rekanan CV. KARYA CIPTA
MULIA  dan  Nilai  Kontrak  Rp.
124.850.000,-.

56 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.D/Dikmen/VII/2009, tanggal 02
Mei 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Kristen Kuala Kapuas
dengan rekanan CV. SARANA KARYA
MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp.
74.865.000,-.

57 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.077.M/Dikmen/VII/2009,  tanggal
03 Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMK Negeri — 1 Buntok dengan|
rekanan CV. BINTANG KARYA
PERSADA dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

58 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
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Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.777.D/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 1 Sampit dengan
rekanan CV. ALAM RAYA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

59 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.777.C/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler
ruang kelas SMK Negeri — 2 Sampit dengan
rekanan CV. BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 149.850.000,-.

60 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1.777.A/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMK Negeri — 1 Pangkalan Bun
dengan rekanan CV. SARANA KARYA|
MANDIRI dan Nilai Kontrak Rp.
149.850.000,-.

61 1 (satu) buah foto copy dokumen Suraf
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :

800/801.1/Dikmen/VI11/2009, tanggal 02 Mei
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2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK GKE Tumbang Lahang dengan|
rekanan CV. BINTANG KARYA
PERSADA dan Nilai Kontrak Rp.
99.796.000,-.

62 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
421.2/1164.C/Dikmen/VII/2009, tanggal 03
Juli 2009, pekerjaan pengadaan Meubeler|
ruang kelas SMK Negeri — 4 Palangka Raya|
dengan rekanan CV. PANENGA UTAMA|
dan Nilai Kontrak Rp. 148.851.600,-.

63 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.M/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Karsa Mulia dengan rekanan|
CV. EKA CIPTA JASA dan Nilai Kontrak
Rp. 99.880.000,-.

64 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.F/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang]

kelas SMK Kertapati Danau Sembuluhi
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Seruyan dengan rekanan CV. SULUH BUDI
dan Nilai Kontrak Rp. 49.950.000,-.

65 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.J/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Negeri — 1 Bulik dengan rekanan|
CV. BUDI MULIA dan Nilai Kontrak Rp,
74.712.000,-.

66 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.L/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Negeri — 1 Kuala Kurun dengan|
rekanan CV. KARYA CIPTA MULIA dan|
Nilai Kontrak Rp. 74.754.000,-.

67 1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.A/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMA Purnama Palangka Raya dengan|
rekanan CV. BINTANG KARYA|
PERSADA dan Nilai Kontrak Rp.

99.520.000,-.
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1 (satu) buah foto copy dokumen Surat]
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.G/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang]
kelas SMK Miftahulsalam Hanau dengan|
rekanan CV. ANUGRAH SAKTI dan Nilai
Kontrak Rp. 74.712.000,-.
1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801.H/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Harapan Pangkalan Bun dengan|
rekanan CV. ALAM RAYA dan Nilaj
Kontrak Rp. 99.796.000,-.

1 (satu) buah foto copy dokumen Surat
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :
800/801/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMA Negeri | Basarang dengan
rekanan CV. SARANA KARYA MANDIRI
dan Nilai Kontrak Rp. 99.702.000,-.

1 (satu) buah foto copy dokumen Surat]
Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :

800/801.E/Dikmen/V/2009, tanggal 02 Mei
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2009, pekerjaan pengadaan Meubeler ruang
kelas SMK Muhamadiyah Sampit dengan|
rekanan CV. BUDI MULIA dan Nilai
Kontrak Rp. 99.702.000,-.

72 6 (enam) lembar foto copy Dokumen
Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat]
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan
Prop. Kalteng TA. 2009 dengan Nomor :
1.01.01.17.19.5.2, tanggal 02 Januari 2009.

73 4 (empat) lembar foto copy surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng
Nomor : 800/1.844/1/Sek/2009, tanggal 07

Januari 2009 tentang Pengangkatan Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana

03) 1 Map barang bukti surat / dokumen_yang disita dari Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan Prop. Kalteng aE?ﬂLSLY Efﬁ‘ﬁtﬁg} beﬁl%gTK)’ endahara

1 (satu) lembar Surat Perintah Perigalilrean Dar%jaagSIf)ZeD eITll?arPa%r : d0]411153/ P
SP2D /L.S/2009 tanggal 11 Septemger ot sa%uﬁl &

Hkut I pirannya,

lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor ;. 1316/SPM- /L /200
tanggal 8 September 2009, 1 (satu 13%1%2? gnﬁ%l}gg?m?fl’?rggﬁ Pein g?(&%ran ahun

(SPP) Nomor : 1316/SPP-LS/IX/2 919 tapﬁﬁabégeptember 2009 berikut
Rincian Rencana Penggunaan, 1 satgjgfem ar Kwitansi pembayaran tanggal 7
September 2009, 1 (satu) lem Ii ritg Ac ergh Terima.Barang Nomgr :
022/CV-PP/Pky/VIII/2009 tarlfgg‘a 5 ?fgﬁgﬁ? oéﬁ%‘egsaért;fﬂr%pié’%em‘ém
Acara Serah Terima Barang, 1 lembar Berita Q%a a Penyerghan Bar; .
Nomor : 023/CV-PP/Pky/VIII/2000 Rihssal 26 “é’&’sr u%‘yz(?gﬁ?t‘f“@atﬁ embar
Berita Acara Pemeriksaan Baranggg ; 157/PAN-P -KT/IX%HE)
tanggal 4 September 2009 beserta gﬁgfkggfat 155?’%%%1 Sdan. ]éaarrlang tentang

Lampiran II dan Lampiran II1. . . . .
35 1 (satu) lembar Suratpﬁrel}]in %Eaﬁen%%'i%ggt D%%gg(s%alﬁor%léas:

04879/ SP2D /LS/20UESAhASIRE TS SRR Bagoe pSus

Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara
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lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 1639/SPM-L A0 tangedi G BRI Ber 26682525
lembar Surat Permintagg gI}%l rgyarlggrtgrf}pfﬁomgre mli)gggl/ Silin
LS/X/2009 tanggal 9 CRGHEB 000 DS b o EmOIA R AL
Rencana Penggunaanf,)e]fkiaslgﬁla)n le%%%%mﬁ%itgfﬁda e%%laya%gg
tanggal 9 Oktober 288&11]1? ]()s%%rl%hlg’n%gp grrﬁg Xgalltr%n%g;ﬁi
Terima Barang Nomo%ozO %’l8.a/CV-PP/VIIII/Pky/2009 tanggal 30
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/
CV-PP/IX/Pky/2009 tanggal 30 September 2009, 1 (satu) lembar
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 186/PAN-P2B-KT/
IX/2009 tanggal 30 September 2009 beserta Berita Acaraj
Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.

36 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05303/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1733/SPM-LS/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1733 / SPP-
LS/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 berikut Rincian Rencana
Penggunaan dan kegiatan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 17 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 016.A/BA-ST/CV-PU/VIIII/
Pky/2009 tanggal 30 September 2009 beserta lampiran Berita)

Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acard
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Penyerahan Barang Nomor : 17/CV-PU/IX/Pky/2009 tanggal 3()
September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang]
Nomor : 186/PAN-P2B-KT/I1X/2009 tanggal 30 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan
Lampiran III.

37 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04143/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1295/SPM-LS/X/2009 tanggal 7 September 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1295 / SPP-
LS/X72009 tanggal 7 September 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 7 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Serah Terima Barang Nomor : 78/CV-ECIJ/PIk/IX/2009
tanggal 7 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 75/CV-ECJ/PIk/IX/2009 tanggal 2 September 2009, 1
(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 160/
PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 beserta Berita
Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan Lampiran III.

38 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02320/ SP2D /L.S/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0591/

SPM-LS/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat
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Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0591/SPP-LS/VI/2009
tanggal 18 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Juni
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
62/CV-ECIJ/P1k/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran Beritaj
Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acard
Pemeriksaan Barang Nomor : 76/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 19
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Serah Terima Barang
Nomor : 61/CV-EKM/P1k/2009 tanggal 11 Juni 2009.

39 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02321/ SP2D /L.S/2009 tanggal 26 Juni 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
0592/SPP-LS/V1/2009 tanggal 18 Juni 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 18 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Serah Terima Barang Nomor : 65/CV-EKM//P1k/2009 tanggal 12
Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1
(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 77/PAN-
P2B-KT/2009 tanggal 19 Juni 2009 beserta Berita Acaraj
Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar
Berita Acara serah Terima Barang Nomor : 57/CV-EKM/plk/2009
tanggal 11 Juni 2009.

40 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
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02668/ SP2D /LLS/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0805/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0805/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana]
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
21/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal 18 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 20/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal 17
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 111/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 17 Juni 2009 besertaj
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

41 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05308/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1820/SPM-LS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1820/SPP-
LS/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 26 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah|
Terima Barang Nomor : 29/CV-BM/SPT/IX/2009 tanggal 26
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima

Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
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37/CV-BM/SPT/VIII/2009 tanggal 24 September 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 197/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 23 September 2009 beserta Berita Acara
Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

42 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02669/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0801/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0801/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
19/CV-BM/SPT/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta lampiran|
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Penyerahan Barang Nomor : 18/CV-BM/SPT/V1/2009 tanggal
20 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 112/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 20 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

43 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06425/ SP2D /LS/2009 tanggal 08 Desember 2009 berikut]
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2159/SPM-LS/XII/2009 tanggal 10 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2159/

SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
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Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 38/CV-BM/SPT/IX/ 20
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
230/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009 beserta Beritaj
Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-BM/SPT
VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

44 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04226/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1341/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1341/
SPP-LS/TX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 169/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 28 Agustus 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Penyerahan Barang Nomor : 30/CV-AR/SPT/VIII/2009 tanggal 29,
Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 31/CV-AR/SPT/IX/2009 tanggal 2 September 2009

beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.
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45 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02672/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0798/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0798/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
31/CV-AR/SPT/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 beserta lampiran|
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 30/CV-AR/SPT/VI/2009 tanggal 22
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 113/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 22 Juni 2009 beserta
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

46 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03381/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1006/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1006/SPP-
LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Pemeriksaan Barang Nomor : 142/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27

Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
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dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-SB/SPT/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 31/CV-SB
SPT/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara
Serah Terima Barang.

47 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03380/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1005/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1005/SPP-
LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Pemeriksaan Barang Nomor : 141/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-AS/SPT/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 41/CV-AS
SPT/V1I/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acaral
Serah Terima Barang.

48 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06097/ SP2D /LS/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 2063/SPM-LS/X1/2009 tanggal 20 Nopember 2009, 1
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(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2063/
SPP-LS/X1/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 20 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 219/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Penyerahan Barang Nomor : /CV-TT/SPT/VIIl/2009 tanggal
26 September 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 48/CV-AS/SPT/IX/2009 tanggal 28 September
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

49 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05558/ SP2D /LS/2009 tanggal 05 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1935/SPM-LS/X1/2009 tanggal 4 Nopember 2009, 1
(satu) lembar (SPP) Nomor : 1935 /SPP-LS / XI/ 2009 tanggal 4
Nopember 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanaj
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 04
Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 29/CV-AS/SPT/IX/2009 tanggal 25 September
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 212/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 24 September 2009 beserta Berita Acaraj

Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar
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Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-TT/SPT/VIII/2009
tanggal 24 september 2009.

50 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05271/ SP2D /LS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 berikut]
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1813/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1813/SPP-
LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah|
Terima Barang Nomor : 38/CV-AR/SPT/IX/2009 tanggal 19
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
/CV-AR/SPT/VIII/2009 tanggal 16 september 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 198/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 18 September 2009 beserta Berita Acara
Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

51 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02667/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0802/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0802/SPP-LS/VI1/2009
tanggal 7 Juli 2009 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana|

Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
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2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
41/CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran|
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 115/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27
juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 40/CV-SKM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009.

52 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02670/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0797/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0797/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanal
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
41/CV-KCM/PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 24/CV-KCM/PLK/VI/2009 tanggal
25 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 114/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27 juni 2009 besertaj
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

53 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05304/ SP2D /LS/2009 tanggal 28 oktober 2009 berikut]

lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
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Nomor : 1814/SPM-LS/X/2009 tanggal 24 Juli 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1814/SPP-
LS/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 berikut Kegiatan dan Rincian
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran
tanggal 24 Oktober 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah|
Terima Barang Nomor : 34/CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 19
September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima)
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
199/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 18 September 2009 beserta Berita
Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu)
lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : /CV-KCM
PLK/VIII/2009 tanggal 18 September 2009.

54 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04144/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 September 2009 berikut]
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1296/SPM-LS/IX/2009 tanggal 7 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1296/
SPP-LS/IX/2009 tanggal 7 September 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 7 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Serah Terima Barang Nomor : 85/CV-EKM/PIk/IX/2009
tanggal 7 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang

Nomor : 159/PAN-P2B-KT/IX/2009 tanggal 7 September 2009
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beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran II dan
Lampiran III, 1 (satu) lembar  Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

55 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04229/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1342/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1342/
SPP-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 168/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 27 Agustus 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara|
Penyerahan Barang Nomor : 24 /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal
27 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 25/CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 27 Agustus
2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.

56 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05907/ SP2D /LLS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2016/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2016/

SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
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Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 116/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Serah Terima Barang Nomor : 38/CV-BKP/PLK/IX/2009 tanggal
28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

57 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
003382/ SP2D/LS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1007/SPM-LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu)
lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1007/SPP-
LS/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 1 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acaral
Pemeriksaan Barang Nomor : 140/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 27
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009, 1 (satu)
lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 40/CV-BKP
PLK/V1/2009 tanggal 27 Juni 2009 beserta lampiran Berita Acara

Serah Terima Barang.

183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06426/ SP2D /LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2160/SPM-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2160/
SPP-LS/X1/2009 tanggal 30 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 36/CV-BKP/PLK/IX/2009
tanggal 29 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 228/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan
Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-BKP/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

59 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01967/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0436/
SPM-LS/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0436/SPP-LS/V1/2009
tanggal 12 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanaj
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 12 Juni
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

19/CV-BKP/PLK/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009 beserta lampiran
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Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyerahan Barang Nomor : 16/CV-BKP/PLK/V1/2009 tanggal 2|
Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 64/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 10 Juni 2009 besertaj
Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I dan Lampiran II.

60 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02666/ SP2D /L.S/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0796/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Suraf
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0796/SPP-LS/VII/2009
tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencana
Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 7 Juli
2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
21/CV-AP/PLK/VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 beserta lampiran
Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 109/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 13
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : 20/CV-AP/PLK/V1/2009 tanggal 13 Juni 2009.

61 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02671/ SP2D /LS/2009 tanggal 10 Juli 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0795/
SPM-LS/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0795/SPP-LS
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VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 berikut Kegiatan dan Rincian|
Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran|
tanggal 7 Juli 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 26/CV-KCM/PLK/V1I/2009 tanggal 16 Juni 2009
beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu)
lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 110/PAN-P2B-
KT/2009 tanggal 15 Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Penyerahan Barang Nomor : 25/CV-KCM/PLK/VI/2009 tanggal
15 Juni 2009.

62 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05994/ SP2D /L.S/2009 tanggal 20 Nopember 2009 berikut]
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2033/SPM-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2033/
SPP-LS/X1/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 17 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 218/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan|
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Serah Terima Barang Nomor : 37/CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal
28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima

Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
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/CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 26 September 2009.

63 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06712/ SP2D /LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2261/SPM-LS/XI1/2009 tanggal 7 Desember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2261/
SPP-LS/XI1/2009 tanggal 7 Desember 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 30 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
Acara Serah Terima Barang Nomor : 39/CV-KCM/PLK/IX/2009
tanggal 29 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 229/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 28 September 2009
beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran [ dan
Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 28 September 2009.

64 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
05908/ SP2D /LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 2015/SPM-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 2015/
SPP-LS/X1/2009 tanggal 14 Nopember 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi

pembayaran tanggal 14 Nopember 2009, 1 (satu) lembar Berita
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Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 117/PAN-P2B-KT/2009
tanggal 26 September 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan
Barang Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Serah Terima Barang Nomor : 47/CV-SKM/PLK/IX/2009 tanggal
28 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terimal
Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
/CV-KCM/PLK/VIII/2009 tanggal 26 September 2009.

65 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01973/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 Juni 2009 berikut lampirannya,
1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0437/
SPM-LS/V1/2009 tanggal 12 Juni 2009, 1 (satu) lembar Surat]
Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0437/SPP-LS/V1/2009
tanggal 12 Juni 2009 berikut Kegiatan dan Rincian Rencanaj
Penggunaan, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 34/CV-SKM/PLK/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 besertal
lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, 1 (satu) lembar
Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 30 /CV-KCM/PLK/
VI/2009 tanggal 8 Juni 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor : 63/PAN-P2B-KT/2009 tanggal 10
Juni 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Lampiran I
dan Lampiran II.

66 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04357/ SP2D /LS/2009 tanggal 16 September 2009 berikut]

lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
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Nomor : 1422/SPM-LS/VI/2009 tanggal 14 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1422/
SPP-LS/TX/2009 tanggal 14 September 2009 berikut Kegiatan dan
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 14 September 2009,1 (satu) lembar Berital
Acara Serah Terima Barang Nomor : 44/CV-SKM/PLK/IX/2009
tanggal 1 September 2009 beserta lampiran Berita Acara Serah
Terima Barang, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang
Nomor : /CV-KCM/PLK/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009.

67 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04225/ SP2D /LS/2009 tanggal 14 September 2009 berikut
lampirannya, 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 1343/SPM-LS/IX/2009 tanggal 9 September 2009, 1
(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1343/
SPP-LS/TX/2009 tanggal 9 September 2009 berikut Kegiatan dan|
Rincian Rencana Penggunaan, 1 (satu) lembar Kwitansi
pembayaran tanggal 9 September 2009, 1 (satu) lembar Berital
Acara Pemeriksa Barang Nomor : 167/PAN-P2B-KT/2009 tanggal
27 Agustus 2009 beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang
Lampiran I dan Lampiran II, 1 (satu) lembar Berita Acaraj
Penyerahan Barang Nomor : 40/CV-SKM/PLK/VIII/2009 tanggal
25 Agustus 2009, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 41/CV-SKM/PLK/VIII/2009 tanggal 27 Agustus

2009 beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Barang.
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68 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Seluruhnya dijadikan sebagai barang bukti dan diputuskan dalam perkara

lain an. GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY ;

9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, - ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada
hari SENIN tanggal 03 SEPTEMBER 2012 oleh DANIEL D. PAIRUNAN, SH.MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis, INTAN WIDIASTUTLSH., M.Kn dan DARWIN
NAHAMPUN, SH. Hakim - Hakim Ad Hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Kalimantan Tengah tanggal 23
Juli 2012 No. 04/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR/2012/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari SENIN tanggal 10 SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta MASNILSH. Panitera

Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
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DANIEL D. PAIRUNAN, SH., MH.
INTAN WIDIASTUTILSH., M.Kn.
Ttd.

DARWIN NAHAMPUN, SH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.
MASNI, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
IPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN
TINGGI KALIMANTAN TENGAH

PANITERA,

Drs. PHILIP, SH.
NIP. 195706261981031005

191

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1901



